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ABSTRAK 
 
 
DIAN ARYANI KUSADY (B111 11 279), Peranan Keterangan Saksi 
Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus 
Putusan Nomor: 457/Pid.B/2014/PN.Makassar) dibawah bimbingan M. 
Syukri Akub sebagai pembimbing I dan Hj. Haeranah sebagai 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggunaan saksi 
verbalisan dalam proses pembuktian putusan pidana, peranan keterangan 
saksi verbalisan dalam proses pengadilan serta untuk mengetahui 
kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan dalam membantah 
sangkalan saksi dalam persidangan perkara Nomor: 
457/Pid.B/2014/PN.Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis 
memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan, mengumpulkan 
data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah objek penelitian, serta mengambil data secara langsung dari 
sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang 
berkaitan langsung dengan objek penelitian ini. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil antara 
lain: (1) Penggunaan saksi verbalisan dalam proses pembuktian perkara 
pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi 
dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara 
penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak 
penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan sehingga 
menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan 
pengadilan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang 
dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang 
telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa menyangkal serta 
menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara 
penyidikan, maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang 
dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi 
verbalisan di persidangan  untuk memperjelas atau memberikan 
keterangan terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya. (2) 
Kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam membantah sangkalan saksi 
dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak 
menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang 
terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini. Hakim bebas menilai 
kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi 
verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan 
juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan 
saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan 
saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam 
membantah sangkalan saksi dalam persidangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka 
kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Pasal 1 Ayat 3 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 
secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang 
berdasarkan hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 
(machtstaat). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak 
sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi 
hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.1 Menurut 
Achmad Ali, hukum adalah:2  
“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu 
sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 
manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. 
Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun 
dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi 
dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh 
warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. 
Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan 
bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya 
eksternal.” 
 
Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan 
ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga 
negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat 
setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. 
                                                          
1
 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11. 
2
 Ibid., hlm. 30. 
2 
Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk 
menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. 
Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang 
tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang 
berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum 
mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum 
tersebut (ibi ius ibi societas).  
Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari 
kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. 
Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari 
hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-
keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang 
berwenang untuk menentukan peraturan pidana. Larangan, atau 
keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar 
timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, 
melaksanakan pidana.3  
Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif 
sering disebut ius poenale dalam arti subjektif disebut ius puniendi, yaitu 
peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, 
penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif 
meliputi:4  
                                                          
3
 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & Pu-Kap 
Indonesia, Yogyakarta, hlm. 3. 
4
 Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 
3 
1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau 
pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh 
badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan 
yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.  
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat 
apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-
peraturan tersebut.  
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya 
peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara 
tertentu.  
Dilihat dalam garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi 
sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana 
merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:5  
1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau 
berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan 
tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana 
(straf) bagi yang melanggar larangan itu; 
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi 
pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang 
diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya; 
                                                          
5
 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 2. 
4 
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan 
negara melalui alat-alat perlengkapannya terhadap yang 
disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam 
rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan 
melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan 
dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh 
tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam 
usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari 
tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum 
pidana tersebut.  
Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua 
disebut hukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana 
yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang 
sumber pokoknya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana materil atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, 
peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana dan aturan 
tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana 
itu dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil atau Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya 
melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi 
5 
berisi acara pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil 
adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum pidana 
formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana 
melaksanakan hukum materil tersebut.6 
Dikaji dari perspektif teoretik dan praktik sistem peradilan pidana 
Indonesia, Hukum Acara Pidana (Hukum pidana formil) sangat penting 
eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum 
pidana materil.7 
Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu sistem 
kekuasaan penegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman 
di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 
4 (empat) subsistem yaitu: Kekuasaan penyidikan (oleh badan/ lembaga 
penyidik); Kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum); 
Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana (oleh badan pengadilan); 
dan Kekuasaan pelaksanaan pidana (oleh badan aparat pelaksana/ 
eksekusi). Keempat tahap/ subsistem tersebut merupakan satu kesatuan 
sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan 
istilah sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice sistem). 
Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan undang-undang 
kepada masing-masing.8  
                                                          
6
 Andi Sofyan, 2014, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Kencana Prenadamedia 
Group, Jakarta, hlm. 2. 
7
 Lilik Mulyadi 2007, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan 
Permasalahannya, PT. Alumni, Bandung, hlm. 1. 
8
 M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90. 
6 
Tujuan peradilan pidana adalah menemukan kebenaran materiil. 
Bahwa kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya. 
Majelis hakim akan meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam 
putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tadi harus diuji dengan 
alat-alat bukti yang ada. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa 
kebenaran materiil diperoleh hakim melalui proses pemeriksaan alat-alat 
bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan dengan 
mengkaitkan alat bukti satu dengan alat bukti lainnya sehingga ditemukan 
fakta hukum secara utuh dan lengkap, dengan ketentuan bahwa dalam 
mempergunakan dan menilai alat bukti tersebut harus dilaksanakan dalam 
batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Proses ini disebut 
pembuktian. 
Pembuktian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP 
yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 
yang bersalah melakukannya.” Masalah pembuktian merupakan bagian 
yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari 
hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran 
materil atau kebenaran yang sejati. Dalam menemukan kebenaran 
tersebut, dititik beratkan pada mencari bukti-bukti. 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan 
dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 
7 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian 
juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 
dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan 
kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka 
hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.9 
Berdasarkan ketentuan KUHAP, alat-alat bukti memegang peranan 
yang sangat penting dalam proses pembuktian sebagai dasar bagi hakim 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Alat bukti sendiri adalah suatu 
hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk 
memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak 
dakwaan atau tuntutan. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti 
yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak 
pidana, dimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan 
pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran 
adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. 
Ketentuan Pasal 183 KUHAP mensyaratkan bahwa hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 
KUHAP tersebut maka jelaslah bahwa majelis hakim tidak boleh 
menjatuhkan putusan pidana apabila tidak ada alat bukti, yaitu sekurang-
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 M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 
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kurangnya dua alat bukti yang sah yang kemudian dapat memberikan 
keyakinan hakim bagi hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini 
menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP tersebut 
majelis hakim dalam mengambil putusannya harus mempertimbangkan 
setiap alat bukti yang diajukan ke persidangan dalam tahap pembuktian.  
Rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan secara limitatif 
alat bukti yang sah menurut undang-undang. Selain alat bukti yang diatur 
dalam Pasal 184 tersebut, tidak dibenarkan mempergunakan alat bukti 
lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut 
umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak leluasa mempergunakan alat 
bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 
ayat (1) tersebut. Alat bukti yang dinilai sebagai alat bukti yang sah dan 
yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada 
alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti 
yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai 
serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat 
bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:10 
1. Keterangan saksi;  
2. Keterangan ahli;  
3. Surat;  
4. Petunjuk, dan  
5. Keterangan terdakwa.  
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 Ibid., hlm. 285-286. 
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Alat bukti keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti 
yang sah menurut KUHAP. Alat bukti ini memegang peranan yang penting 
dalam proses pembuktian suatu perkara pidana sebab hampir semua 
pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti 
keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi ini juga menimbulkan 
keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berdasarkan hal 
tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara alat-alat bukti 
yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka keterangan saksi 
merupakan alat bukti yang terpenting. 
Proses pembuktian dalam suatu persidangan menjadi sangat 
menarik ketika dalam pemeriksaan, ternyata tersangka atau saksi 
kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam 
Berkas Acara pemeriksaan (BAP) atau keterangan yang mereka berikan 
tidak sesuai dengan BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal 
persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan. 
Namun, Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, 
keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di 
sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan 
pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari 
sekadar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang 
tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-
10 
pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, 
atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.11 
Terdakwa atau saksi dalam persidangan dapat melakukan 
pencabutan Berita Acara Pemeriksan (BAP) di kepolisian jika disadari 
bahwa pada saat memberikan keterangan ia mendapat tekanan dan 
paksaan.12 Syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan 
persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan 
yang mendasar dan logis. Implikasi pencabutan itu adalah bahwa BAP 
tersebut, yang merupakan pegangan utama jaksa dalam menyusun surat 
dakwaan dan tuntutan dipersidangan, menjadi melemah. 
Melihat kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali 
terjadi pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya 
pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat 
dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi 
pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna 
dilakukan klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran 
alasan dari pencabutan keterangan terdakwa. 
Saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi 
saksi atas suatu perkara pidana karena saksi atau terdakwa menyatakan 
bahwa Berita Acara Pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau 
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 Ridwan Syaidi Tarigan, Tafsir Hukum “BAP”, http://www.lawoffice-
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paksaan. Dengan kata lain, saksi atau terdakwa membantah kebenaran 
dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.  
Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi 
verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan, 
maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau 
ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan. Bila dari hasil 
klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, 
ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan pencabutan 
dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap 
tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai 
landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. 
Sebaliknya, jika hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, 
ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan 
pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa 
yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat 
mempergunakannya. 
Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum 
diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di 
Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam 
ranah praktik hukum acara pidana.13  
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Penggunaan saksi verbalisan ini memang dalam konteks hukum di 
Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. 
Keberadaan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan 
tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di 
pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa 
mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut 
umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi verbalisan 
atau saksi penyidik. Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi 
penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai 
suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi verbalisan ini semata-
mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa., melainkan 
juga salah satu elemen yang mempengaruhi pertimbangan hakim akan 
dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi sering dapat kita jumpai 
pernyataan saksi verbalisan ini digunakan dalam putusan hakim dalam 
memutus suatu perkara tindak pidana. Sebuah kajian yang menarik atas 
keberadaan saksi verbalisan ini terkait dengan pernyataanya sebagai alat 
bukti pemeriksaan di persidangan, karena dalam sistem hukum acara 
pidana di Indonesia secara jelas tidak diatur keberadaannya dan 
keabsahannya. 
Penggunaan saksi verbalisan sebagai alat bukti, berdasarkan 
KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti, tetapi berdasarkan doktrin, 
dikategorikan sebagai data penunjang bagi alat bukti. Dengan penafsiran 
secara a contrario, dapat diartikan hal yang tidak diatur dalam ketentuan 
13 
khusus, dalam hal ini penggunaan saksi verbalisan, berlakulah ketentuan 
umum, dalam hal ini KUHAP.  
Penelitian ini bertolak dari permasalahan penggunaan saksi 
verbalisan (saksi penyidik) dalam proses pemeriksaan perkara pidana, 
dengan objek dari penelitian ini adalah pernyataan dari saksi verbalisan 
dalam proses pemeriksaan di pengadilan dalam kasus putusan Nomor: 
457/Pid.B/2014/PN.Makassar yang merupakan kasus pembunuhan oleh 
Terdakwa Sunandar als. Nandar terhadap korban Geis Setiawan, dimana 
dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan seorang saksi yaitu 
Rahmat Arif als. Rambo menyangkali keterangannya pada BAP, sehingga 
sehubungan dengan penyangkalan tersebut, maka dihadirkanlah saksi 
verbalisan dalam proses persidangan. 
Untuk selanjutnya, pembahasan penelitian ini akan menjelaskan 
tujuan penggunaan saksi verbalisan serta bagaimana kekuatan 
pembuktiannya dalam membantah sangkalan saksi dalam kasus putusan 
Nomor: 457/Pid.B/2014/PN.Makassar. Selain itu dari penelitian ini akan 
terlihat sikap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam 
mempergunakan alat bukti yang ada. Berawal dari permasalahan tersebut 
di atas, disini Penulis mecoba mengangkatnya dalam sebuah Penulisan 
Hukum dengan judul: “Peranan Keterangan Saksi Verbalisan Dalam 
Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 
457/Pid.B/2014/PN.Makassar)”. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Mengapa diperlukan adanya saksi verbalisan dalam pembuktian 
perkara pada putusan Nomor: 457/Pid.B/2014/PN.Makassar? 
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan 
untuk membantah sangkalan saksi dalam persidangan? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui alasan penggunaan saksi verbalisan dalam 
proses pembuktian putusan pidana Nomor: 
457/Pid.B/2014/PN.Makassar dan menganalisis peranan keterangan 
saksi verbalisan dalam proses pengadilan. 
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi 
verbalisan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang  
lebih  kepada  Penulis  mengenai peranan keterangan saksi verbalisan 
dalam pembuktian perkara pidana. 
2. Diharapkan  dapat  menjadi  bahan  referensi,  sumber informasi,  
dan  sumbangan  pemikiran  baru  dalam  kalangan akademis  dan  
praktisi  dalam  mengembangkan  khasanah ilmu pengetahuan 
pada umumnya dan ilmu hukum di bidang Hukum Acara Pidana 
mengenai peranan keterangan saksi verbalisan dalam proses 
pembuktian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti 
1. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian adalah proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu 
yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Menurut Darwan Prints, 
pembuktian adalah perbuatan membuktikan bahwa benar suatu peristiwa 
pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, 
sehingga harus mempertanggungjawabkannya.14 Dalam hal ini 
pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan 
tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau 
dengan kata lain mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-
akar peristiwanya.15 Pembuktian merupakan masalah yang memegang 
peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui 
pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan 
alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari 
hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan 
alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan 
bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman.16 
                                                          
14
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Dikaji dari persfektif hukum acara pidana, hukum pembuktian ada, 
lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi 
bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa 
terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan 
oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan 
hakim dalam rangka penjatuhan pidana kepada terdakwa.17 
Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang 
berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk 
memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian 
adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi 
(memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, 
melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari 
makna leksikon, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan 
membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa 
dalam sidang pengadilan. Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya 
Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan 
dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian 
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan 
undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan 
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 Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 164. 
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hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh 
sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.18 
Dari uraian singkat di atas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum 
acara pidana, adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam 
usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut 
umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan 
tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. 
Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya 
benar diluar ketentuan yang digariskan undang-undang. Terutama bagi 
majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan 
mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama 
pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan 
kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan, 
kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan 
kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang 
ditemukan.19 
Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam 
mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, 
harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang 
secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.20  
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 M. Yahya harahap, op.cit., hlm. 273-274. 
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 M. Yahya harahap, op.cit., hlm. 274. 
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2. Sistem atau Teori Pembuktian 
Dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian, 
hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap 
perkara yang sedang diadilinya.21 Sejarah perkembangan hukum acara 
pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk 
membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian 
ini bervariasi menurut waktu dan tempat.22 Sebelum meninjau sistem 
pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa 
ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu:23 
a. Conviction inTime 
Dalam metode ini, proses pembuktian sangat mengandalkan 
keyakinan hakim. Hakim bebas untuk menilai dan mempertimbangkan 
alasan-alasan dibalik keyakinan yang dianutnya dalam mengambil 
kesimpulan.24 Hakim juga tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan 
diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika 
mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tidak diwajibkan menyebutkan 
alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul 
tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut.25 Darimana hakim 
menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam 
                                                          
21
 Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 193. 
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 Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249. 
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 M. Yahya harahap, op.cit., hlm. 277. 
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 Jimly Asshiddiqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 147. 
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 Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan 
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sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat 
bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil 
pemeriksaan alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik 
keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian 
Conviction in time, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Dalam 
sistem pembuktian Conviction in time, sekalipun kesalahan terdakwa 
sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan 
keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti 
berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, 
semata-mata atas dari keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan 
atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini 
menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim 
semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran 
sejati dalam sistem pembuktian ini.26 
b. Conviction Raisonee 
Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah 
berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar 
pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang 
berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi 
putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.27 
Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem Conviction Raisonee 
harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus 
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 M. Yahya harahap, op.cit., hlm. 277. 
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 Andi Hamzah, op.cit., hlm. 253. 
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reasonable, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim 
harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat 
diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup 
tanpa uraian alasan yang masuk akal.28 Alasan yang logis itu berfungsi 
sebagai kriteria pembatas atas kebebasan para hakim menerapkan 
keyakinannya sendiri. Oleh karena itu, metode ini disebut juga sebagai 
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.29 
c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif 
Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada 
alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. 
Singkatnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat 
bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus 
mempergunakan kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana caranya 
hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang 
diadili.30 Untuk sampai kepada kesimpulan, para hakim cukup 
mengandalkan apa yang secara normatif telah ditentukan sebagai alat 
bukti.31 
Pada pembuktian menurut undang-undang secara positif, 
keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan 
terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan 
menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada 
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prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang. 
Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata 
digantungkan pada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-
syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup 
menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan 
hakim.32  
Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan 
undang-undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk 
menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim 
secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.33 
Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. 
Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan 
kebenaran salah tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian 
dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat pada 
prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya, penjatuhan hukuman 
terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan 
hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas 
seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang 
didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat 
bukti yang sah menurut undang-undang.34 
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d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif 
Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang 
negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) menentukan bahwa hakim 
hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti 
tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung 
pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti 
tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-
undang secara negatif, hakikatnya merupakan peramuan antara sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara positif (Positief Wettelijke 
Bewijs Theorie) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 
(Conviction in time).35 
Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut 
sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua 
komponen:36 
1. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat 
bukti yang sah menurut undang-undang, 
2. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan 
dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan 
subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada 
yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di 
antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian 
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kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut 
harus saling mendukung.37 
3. Sistem Pembuktian menurut KUHAP 
Terhadap sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, maka menganut sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara negatif. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 183 
KUHAP yang menentukan bahwa:38 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, dalam kriteria 
menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim harus 
memperhatikan aspek-aspek:39 
a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah. Hal ini dalam pandangan doktrina dan 
para praktisi, lazim disebut dengan terminologi asas minimum 
pembuktian. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan 
kalimat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah haruslah 
berorientasi kepada 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan 
limitatif oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu, keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Apabila hanya ada 1 (satu) alat bukti saja, dengan demikian 
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asas minimum pembuktian tidak tercapai sehingga terdakwa 
tidak dapat dijatuhi pidana. 
b. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar 
terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dari aspek ini, dapatlah 
dikonklusikan bahwa adanya dua alat bukti yang sah tersebut 
belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa 
tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. 
Sebaliknya apabila keyakinan hakim saja adalah tidak cukup 
jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah. 
Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan 
Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan ketentuan 
yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta 
tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini diambil dari makna 
penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-
undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling 
tepat dalam kehidupan penegakan hukum Indonesia ialah sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya 
keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem 
pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction 
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in time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
positif.40 
Namun dalam hal ini, keyakinan hakim hanya sebagai unsur 
pelengkap atau complimentary dan lebih berwarna sebagai unsur formal 
dalam putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat 
dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian 
yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakin-yakinnya akan 
kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, 
jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.41 
4. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP 
Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada 
hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti 
tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna 
menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak 
pidana yang telah dilakukan terdakwa.42 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat 
bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak 
dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua 
sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan 
terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. 
Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada 
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pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan 
pembuktian yang mengikat.43 
Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti adalah:44 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa. 
 
Apabila ditelaah secara global, proses mendapatkan kebenaran 
materil dalam perkara pidana, alat-alat bukti memegang peranan sentral. 
Oleh karena itu secara teoretik dan praktik suatu alat bukti haruslah 
dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran 
sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Sesuai 
gradasinya, adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 
184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:45 
a. Keterangan Saksi 
Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 
KUHAP menentukan bahwa:46 
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 
sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” 
 
Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, 
memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya 
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sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, “Keterangan saksi sebagai 
alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”47 
Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan 
untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. 
Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang 
dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami 
sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja 
dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang 
tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak 
kecil yang belum dewasa.48 
b. Keterangan Ahli 
Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan 
kedua oleh Pasal 183 KUHAP.49 Keterangan ahli adalah keterangan yang 
dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau 
tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu 
pengetahuan.50 Esensi keterangan ahli atau verklaringen van een 
deskundige/ expect testimony adalah keterangan yang diberikan oleh 
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan 
(pasal 1 angka 28 KUHAP).51  
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Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa 
yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.52 Akan tetapi, menurut 
penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat 
juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau 
penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat 
dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. 
Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau 
penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan 
keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji 
dihadapan Hakim.53 
Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, 
hakikatnya dapat diajukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: Pertama, 
keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan 
peradilan (Pasal 133 ayat (1), Pasal 186 KUHAP). Dalam konteks ini, 
permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara 
tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli 
dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke 
dalam Berita Acara Penyidikan; Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan 
dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan 
dan langsung di depan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan 
ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum 
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ada permintaan keterangan ahli ataupun bila Hakim Ketua Sidang atau 
terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli 
tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan.54 
Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik 
esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga 
terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani 
perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli 
tersebut secara limitatif.55 
c. Surat 
Surat sebagai alat bukti yang sah, merupakan alat bukti urutan 
ketiga yang diatur oleh Pasal 187 KUHAP.56 Pasal itu terdiri atas 4 ayat:57 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di 
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, 
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu;  
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal 
atau sesuatu keadaan;  
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;  
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain.  
 
Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat bukti 
surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang 
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mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat 
pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. 
Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran 
penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas 
kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas 
minimum pembuktian.58 
d. Petunjuk 
Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk 
merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk 
ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi 
sebagai berikut:59  
(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang 
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang 
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diperoleh dari;  
a. keterangan saksi;  
b. surat;  
c. keterangan terdakwa.  
(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi 
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
 
Konkretnya, dengan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan dari 
kata diperoleh berarti diambil dengan cara menyimpulkan yang hanya 
dapat ditarik atas keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta 
diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum 
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pembuktian. Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk 
cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoretik. 
Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk 
tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat 
bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut 
diabaikan, akan menyebabkan putusan yudex facti dibatalkan Mahkamah 
Agung RI.60 
e. Keterangan Terdakwa 
KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa 
sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e. dapat dilihat dengan jelas 
bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu atau berbentuk 
pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu 
berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari 
perbuatan atau keadaan.61 Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih 
luas dari pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna 
bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak 
berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian 
proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak 
mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Selanjutnya 
terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 
KUHAP, sebagai berikut:62 
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(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 
sendiri atau alami sendiri.  
(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, 
asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah 
sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.  
(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri.  
(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti yang 
lain. 
 
Dari keterangan pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan didalam sidang maupun 
diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan di sidang 
pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya 
berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa 
dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap 
perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri. Sedangkan 
terhadap keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat 
dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang 
pengadilan. Selain itu, juga secara teoretik keterangan terdakwa hanya 
dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa 
tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 189 ayat 
(3) dan (4) KUHAP). Hakim dilarang menunjukkan sikap atau 
mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah 
atau tidaknya terdakwa. Begitu juga sebaliknya walaupun keterangan 
terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan, 
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barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan bersesuaian 
dengan alat bukti lainnya.63 
B. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Keterangan Saksi 
1. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi 
Saksi adalah seseorang yang memberikan pernyataan atau 
menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti 
dikemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan 
berdasarkan kesaksiannya sendiri mengenai fakta yang dilihatnya sendiri, 
didengarnya sendiri, dirasakannya sendiri, atau dialaminya sendiri.64  
Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti 
yang paling utama dalam perkara pidana.65 Ketentuan dalam Pasal 1 
angka 26 KUHAP menyatakan pengertian saksi sebagai berikut: 
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 
sendiri. 
 
Jadi, saksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
diatas, adalah:66 
1. ia harus mendengar secara langsung, 
2. ia harus melihat langsung, 
3. ia harus mengalami sendiri secara langsung. 
Bahwa saksi yang mendengar sendiri secara langsung, itu hampir 
dapat dipastikan bahwa seorang saksi hanya terbatas pada mendengar 
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peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Adapun saksi yang 
melihat secara langsung terhadap dugaan tindak pidana itu adalah saksi 
yang hanya terbatas pada penglihatan terhadap dugaan bahwa peristiwa 
itu merupakan dugaan peristiwa pidana, sedangkan mengalami sendiri 
secara langsung, bisa saja bahwa saksi itu sebagai korban dugaan 
peristiwa pidana itu atau ia ada kaitannya dengan peristiwa itu.67 
Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 
KUHAP menentukan, bahwa:68 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 
sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut, 
maka dapat diketahui unsur penting dari keterangan saksi, yaitu:69 
1. Keterangan dari orang (saksi); 
2. Mengenai suatu peristiwa pidana; 
3. Yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri. 
Dalam hal ini, keterangan saksi yang diperlukan adalah adalah 
keterangan tentang siapa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, 
kapan perkara pidana itu terjadi, serta keterangan-keterangan lainnya 
yang dapat mendukung keyakinan bahwa memang benar suatu peristiwa 
pidana telah terjadi.70 
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Melalui kajian teoretik dan praktik dapat di konklusikan bahwa 
menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. 
Apabila seorang dipanggil menjadi saksi tetapi menolak/ tidak mau hadir 
didepan persidangan, saksi tersebut supaya dihadapkan ke persidangan 
(Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, asasnya setiap orang 
yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana 
dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP).71 
a. Macam-macam saksi 
Secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai adanya 
beberapa jenis saksi, yaitu: 
1. Saksi A Charge (saksi yang memberatkan terdakwa) 
Saksi A Charge ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh 
penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan 
memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c 
KUHAP yang menyebutkan bahwa “Dalam hal ada saksi yang 
memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara 
dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut 
umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya 
putusan. Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi 
tersebut”.72 
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2. Saksi A De Charge (saksi yang meringankan/ menguntungkan 
terdakwa) 
Saksi A De Charge ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan 
oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, dimana 
keterangan atau kesaksian yang diberikan akan menguntungkan/ 
meringankan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c 
KUHAP, bahwa “Dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa 
yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/ atau yang diminta 
oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama 
berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Hakim ketua 
sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.73 
3. Saksi de Auditu/ Testimonium de Auditu 
Saksi de Auditu memberi kesaksian yang tidak ia lihat, tidak ia 
dengar atau alami sendiri, melainkan mendengar dari orang lain. 
Maksudnya ialah keterangan mengenai orang lain yang mengatakan atau 
menceritakan sesuatu. Keterangan seperti itu didalam hukum acara 
pidana disebut testimonium de auditu atau hearsay evidence.74 
Jenis kesaksian de Auditu (testimonium de auditu), yaitu 
keterangan saksi yang diperoleh atau didengar dari orang lain, dalam hal 
ini berarti saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak 
pidana tersebut. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang 
mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu. Mengenai 
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testimonium de auditu ini, terdapat ketentuannya dalam Pasal 185 ayat (5) 
KUHAP yang menyatakan “baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh 
dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”. Dalam 
penjelasan Pasal tersebut dinyatakan “Dalam keterangan saksi tidak 
termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de 
auditu”. Dengan begitu semakin jelas bahwa KUHAP menyatakan bahwa 
keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan alat 
bukti yang sah.75 
4. Saksi Pelapor  
Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami 
atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang 
terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk 
diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.76 
5. Saksi Berantai 
Saksi berantai (kettingbewijs) adalah keterangan beberapa saksi 
yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang 
dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu 
ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan 
adanya suatu kejadian tertentu, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam 
Pasal 185 ayat (4) KUHAP.77  
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6. Saksi Mahkota/ Kroon Getuige 
Secara teoretik dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi 
mahkota/ Kroon getuige. Pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi 
yang diambil dari salah seorang tersangka/ terdakwa dan kepadanya 
diberikan suatu mahkota. Saksi mahkota hanya ada pada satu tindak 
pidana yang pelaku atau tersangka atau terdakwanya lebih dari seorang 
dan saksi itu adalah salah seorang diantara terdakwa atau tersangka yang 
peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama. Diberikan suatu 
mahkota ini berarti bahwa saksi diberikan kehormatan berupa perlakuan 
istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang ia sebenarnya 
merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas segala 
kesalahannya.78 
7. Saksi Verbalisan 
Secara fundamental kata verbalisan adalah istilah yang lazim 
tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. 
Menurut makna leksikon dan doktrina, verbalisan adalah nama yang 
diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas 
khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. 
Apabila ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi verbalisan tampak 
jikalau dalam persidangan terdakwa mungkir/ menyangkal keterangan 
saksi dan kemudian keterangan saksi/ terdakwa di sidang pengadilan 
berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang 
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dibuat Penyidik serta terdakwa/ saksi mencabut keterangannya pada 
Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik 
maupun psikis.79 
b. Mereka yang dikecualikan memberikan kesaksian 
Melalui kajian teoretik dan praktik dapat dikonklusikan bahwa 
menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. 
Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi tetapi menolak tidak mau hadir 
di depan persidangan, saksi tersebut supaya dihadapkan ke persidangan 
(Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi, dalam hal eksepsional sifatnya 
seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan 
diri sebagai saksi.80 Agar di dalam persidangan bisa didapatkan 
keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif dalam arti tidak memihak 
atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam 3 (tiga) golongan 
pengecualian:81 
1. Golongan saksi yang terdapat dalam Pasal 168 KUHAP:82 
Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat 
didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai 
saksi: 
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau 
ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa; 
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang 
mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak 
saudara terdakwa sampai derajat ketiga; 
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa. 
                                                          
79
 Ibid., hlm. 182. 
80
 Ibid., hlm. 170. 
81
 Hari Sasangka, op.cit., hlm. 24. 
82
 Lilik Mulyadi, Loc.cit. 
40 
Orang-orang tersebut berdasarkan Pasal 168 KUHAP, mempunyai 
hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, namun dapat memberikan 
kesaksian. Menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP, apabila saksi itu 
menghendakinya sendiri dan penuntut umum dan terdakwa secara tegas 
menyetujuinya, maka dapat memberikan keterangan dengan sumpah, 
tetapi sebaliknya apabila penuntut umum dan terdakwa tidak 
menyetujuinya, maka menurut Pasal 169 ayat (2) KUHAP tetap 
diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.83 
Alasan bagi keluarga untuk tidak dapat didengar sebagai saksi 
karena pada umumnya mereka tidak obyektif bila didengar sebagai saksi, 
agar hubungan kekeluargaan mereka tidak retak, serta agar mereka tidak 
merasa tertekan waktu memberikan keterangan. Secara moral adalah 
kurang etis apabila seseorang menerangkan perbuatan yang kurang baik 
keluarganya. 84 
2. Golongan Saksi yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk 
memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP) yaitu mereka yang 
karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya 
diwajibkan menyimpan rahasia yaitu tentang hal yang dipercayakan 
kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan 
perundang-undangan. Jika tidak ada ketentuan yang mengatur 
jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau 
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tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan 
tersebut.85 
3. Demikian pula terhadap golongan saksi yang dapat memberikan 
keterangan tapi tidak disumpah menurut Pasal 171 KUHAP, yaitu:86 
a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum 
pernah kawin; 
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 
ingatannya baik kembali. 
Terhadap orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa sangat 
berbahaya untuk diperiksa sebagai saksi. Karena menurut KUHP, orang-
orang seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
Oleh karena itu sebaiknya jangan mengajukan saksi orang yang sakit 
ingatan atau sakit jiwa.87 
2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi 
Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama 
dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu 
bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya 
disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu 
diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Agar suatu 
keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan 
pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus 
dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi 
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dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memlliki nilai kekuatan 
pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:88 
a. Harus mengucapkan sumpah atau janji.  
Dalam praktik asasnya bahwa keterangan saksi harus diberikan 
dengan dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-
masing bahwa ia akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari 
pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).89 
Adapun mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau 
janji tanpa alasan yang sah, maka:90 
a. Dapat dikenakan sandera, 
b. Penyanderaan dilakukan berdasar penetapan hakim ketua sidang, 
c. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari 
(Pasal 161) 
b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. 
Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP menentukan 
bahwa:91 
“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan 
di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.” 
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Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan 
bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), maka dapat ditarik kesimpulan:92 
a. Setiap keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, 
penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa 
pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat 
bukti.  
b. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang ia peroleh 
sebagai hasil pendengaran dari orang lain yaitu berupa keterangan 
ulang dari apa yang didengamya dari orang lain, tidak mempunyai 
nilai sebagai alat bukti. 
c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, 
bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan 
saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus 
dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan 
terdakwa.  
c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. 
Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan 
itu harus dinyatakan disidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan 
penegasan Pasal 185 ayat (1). Keterangan saksi yang berisi penjelasan 
tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya 
sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat 
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bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. 
Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (outside the court) 
bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan 
terdakwa.93 
d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. 
Keterangan seorang atau saksi saja tidak dapat dianggap sah 
sebagai alat pembuktian (unus testis nullus testis)94, untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-
kurangnya dengan dua alat bukti. Ini berarti jika alat bukti yang 
dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa 
ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, 
kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti 
yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Adapun dalam Pasal 185 ayat 
(2) KUHAP menghendaki untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa 
paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi, atau kalau saksi yang 
ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus 
dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.95 
e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. 
Sering terdapat kekeliruan dimana adanya anggapan dengan 
adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah 
cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, 
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karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di 
sidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum 
pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai 
sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Hal inilah 
yang diperingatkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menegaskan:96 
a. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu 
kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang 
sah, dengan syarat, 
b. Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang 
lain sedemikian rupa, sehingga membenarkan adanya suatu 
kejadian atau keadaan tertentu. 
Dari ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa keterangan 
beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta 
mempunyai kekuatan pembuktian apabila keterangan para saksi tersebut 
mempunyai saling berhubungan serta saling menguatkan tentang 
kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa 
orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu 
dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.97 
3. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi 
a. Cara Menilai Kebenaran Keterangan Saksi 
Untuk dapat menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti 
yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-
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keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang 
membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.98 Adapun 
dalam Pasal 185 ayat (6) menyatakan bahwa: 
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim 
harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan yang tertentu; 
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya 
keterangan itu dipercaya. 
 
b. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi. 
Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali 
melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari 
sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi 
ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat 
dikelompokkan pada dua jenis:99 
1. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah. 
Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi: 
a. Karena saksi menolak bersumpah. Tentang kemungkinan 
penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161. 
Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi 
telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan 
sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 
ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan 
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keyakinan hakim, dan Pasal 161 ayat (2) menilai kekuatan 
pembuktian keterangan tersebut dapat menguatkan keyakinan 
hakim, apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas 
minimum pembuktian. 
b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah. Hal ini bisa terjadi 
seperti yang diatur dalam Pasal 161, yakni saksi yang telah 
memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan 
tidak disumpah, ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan 
di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita 
acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini 
undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang 
dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan di sidang 
pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan 
Pasal 161 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai 
kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang 
dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat 
dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di 
persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya tetap tidak merupakan 
alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya 
adalah dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, atau 
dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang 
sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan 
mempunyai saling persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut 
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dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum 
pembuktian. 
c. Karena hubungan kekeluargaan. Seorang saksi yang mempunyai 
pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi 
keterangan dengan sumpah. Kecuali mereka menghendakinya, dan 
kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan 
terdakwa. Jadi, seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak 
menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, Pasal 169 
ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan 
memberikan keterangan tanpa sumpah. Akan tetapi, undang-
undang tidak menyebut secara tegas nilai kekuatan pembuktian 
yang melekat pada keterangan seperti ini. Untuk mengetahui nilai 
keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168, harus kembali 
menoleh pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7), dimana 
dapat disimpulkan bahwa keterangan mereka tidak dapat dinilai 
sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan menguatkan 
keyakinan hakim, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai 
tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang 
keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti 
yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi 
batas minimum pembuktian. 
d. Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171. Anak yang 
umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin 
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atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 
baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah, 
di sidang pengadilan. Adapun nilai keterangan mereka dinilai bukan 
merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi, sekalipun keterangan 
itu tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 telah 
menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu 
sebagai dapat dipakai sebagai petunjuk. 
 Setelah melihat beberapa faktor penyebab seorang saksi memberi 
keterangan tanpa sumpah, maka dapat disimpulkan sifat dan nilai 
kekuatan bukti yang melekat pada keterangan tersebut. Titik tolak untuk 
mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 ayat (7) tanpa 
mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2), maupun 
Pasal 169 ayat (2) dan penjelasan Pasal 171. Bertitik tolak ketentuan-
ketentuan tersebut, secara umum dapat kita simpulkan: 
a. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai 
bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang 
diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, 
sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti, 
b. Setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya tidak mempunyai 
nilai kekuatan pembuktian. Sifatnya saja pun bukan alat bukti yang 
sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian.  
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c. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti 
yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada 
umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan 
menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah dengan 
cara dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada 
Pasal 161 ayat (2), dan/atau dapat dipakai sebagai petunjuk seperti 
yang disebut dalam penjelasan Pasal 171. 
2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah. 
Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada 
keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi 
harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang 
yakni: 
a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan 
menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang 
sebenarnya, 
b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang 
saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan 
menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Testimonium de 
auditu atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang 
lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian 
juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran 
tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat 
bukti, 
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c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. 
Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai 
nilai sebagai alat bukti yang sah. 
d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang 
sah karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang 
diatur dalam Pasal 183. 
Dengan demikian dapat dilihat bahwa bukan unsur pengucapan 
sumpah atau janji saja yang menentukan sah atau tidaknya keterangan 
saksi sebagai alat bukti. Ada beberapa syarat yang harus melekat pada 
keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat  bukti yang 
sah. Seandainya syarat-syarat itu telah dipenuhi, barulah keterangan itu 
mempunyai nilai sebagai alat bukti. Dengan sendirinya pula pada 
keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian. Mengenai 
sampai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat 
bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi 
dapat diikuti penjelasan berikut: 
a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Pada alat bukti kesaksian 
tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (volledig 
bewijskracht), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan 
pembuktian yang mengikat dan menentukan (beslissende 
bewijskracht). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti 
yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Dengan 
singkat dapat dikatakan, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti 
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yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak 
menentukan atau tidak mengikat.  
b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. 
Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang 
tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempuma dan 
tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas 
untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada 
penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak 
ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap 
keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran 
yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau 
menyingkirkannya. Jika dalam satu kasus telah benar-benar cukup 
bukti berdasar keterangan saksi, kebebasan hakim menilai 
kebenaran dan keterangan saksi-saksi, harus berpedoman pada 
tujuan mewujudkan kebenaran sejati 
C. Penyidik dalam Proses Peradilan Pidana 
1. Tinjauan Umum tentang Penyidik 
Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang 
dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat Polisi negara Republik 
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
53 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,” 
demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik adalah:100 
a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia; 
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang. 
 
Jadi penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga 
pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-
undang sebagai penyidik.101 Akan tetapi, disamping itu terdapat lagi Pasal 
10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping 
penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang 
berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi dan kepangkatan, 
ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal 6 KUHAP tersebut 
ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik, yaitu:102 
1. Pejabat penyidik polri 
Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu 
instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat 
Polisi Negara. Dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan 
tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar 
seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus 
memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam 
Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan 
dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan 
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umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat 
kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut 
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan 
Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan 
pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan 
hakim Pengadilan Negeri.103 
Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan 
pejabat penyidik, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 
sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP 
No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam 
Bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II 
PP dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik 
kepolisian dapat dilihat uraian berikut.104 
1. Pejabat Penyidik Penuh 
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, 
harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:105 
a. sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; 
b. atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila 
dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang 
berpangkat Pembantu Letnan Dua; 
c. ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI. 
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Rumusan di atas menggambarkan bahwa:106 
a. Tidak semua polisi yang berpangkat pembantu letnan dua polisi dan 
pangkat ke atasnya menjadi Penyidik. 
b. Apabila tidak ada yang berpangkat pembantu letnan dua polisi maka 
komandan sektor/ kepala kepolisian sektor yang pangkatnya di bawah 
pembantu letnan dua (pelda) ex oﬂicio menjadi Penyidik. 
2. Penyidik Pembantu 
Menurut Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 
angka 12 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara RI, bahwa yang dimaksud Penyidik pembantu adalah ”Pejabat 
kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang 
tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-
Undang ini”, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI 
No. 2 tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah ”Pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi 
wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam 
undang-undang”.107 
Sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 
1983, khususnya Pasal 3 ayat (1) lebih menegaskan bahwa Penyidik 
Pembantu adalah:108 
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(1) pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang 
sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi; 
(2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-
kurangnya berpangkat pengatur muda (Gol. II/a) atau yang 
disamakan dengan itu. 
 
Kewenangan pengangkatan menjadi penyidik pembantu ada pada 
Kapolri atau pejabat yang ditunjuk, atas usulan komandan atau pimpinan 
kesatuan masing-masing.109 
Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian 
menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai 
keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, 
tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat 
penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah 
dari pangkat jabatan penyidik. Berdasar hierarki dan organisatoris, 
penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena 
itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik. Penyidik 
pembantu tidak harus terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari 
kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka 
miliki dalam bidang tertentu.110 
Untuk mendapat penjelasan atas klasifikasi penyidik, mungkin 
dapat diterima alasan yang dikemukakan pada buku Pedoman 
Pelaksanaan KUHAP, yang menjelaskan latar belakang urgensi 
pengangkatan pejabat penyidik pembantu, yang dapat disimpulkan:111 
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a. disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai 
pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah 
terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang 
berpangkat bintara; 
b. oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik 
sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, 
sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan 
yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, 
hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi 
penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan, 
pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah. 
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) adalah ”Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan 
mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam 
lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing”.112 
Tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak 
semua undang-undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan. 
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Beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus tentang 
penyidikan oleh PPNS, antara lain:113 
a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. 
b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 
c. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-
ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 
Adapun mengenai kepangkatan dan pengangkatan, Pasal 6 ayat 
(2) KUHAP memerintahkan bahwa syarat kepangkatan PPNS diatur oleh 
Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah 
PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 2. Melalui PP Nomor 27 Tahun 1983 
diatur perihal:114 
(1) PPNS tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda 
tingkat I (Gol. II/b) atau yang disamakan. 
(2) PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari 
departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. 
Tembusan usul disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepala 
Kepolisian RI, guna kepentingan pembuatan rekomendasi. 
(3) Wewenang pengangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada 
Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, berdasar surat 
keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 
1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil. 
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2. Kewenangan Penyidik 
1. Kewenangan Penyidik 
Pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan 
melaksanakan kewajibannya, yaitu antara lain:115 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal dari tersangka; 
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
i. mengadakan penghentian penyidikan; 
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
 
Sebagaimana disebut Pasal 7 ayat (1) bahwa Penyidik karena 
kewajibannya mempunyai wewenang tersebut. Klausul demikian 
menunjukkan bahwa lahirnya wewenang tersebut karena adanya 
kewajiban sehingga wewenang tersebut, juga merupakan kewajiban. Di 
luar hal itu, ada beberapa kewajiban, di antaranya:116 
a. Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (vide Pasal 7 ayat (3) 
KUHAP). Ini mengandung arti bukan hanya hukum tertulis, tetapi 
juga harus mengindahkan norma agama kesusilaan, kepatutan, 
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kewajaran, kemanusiaan, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi 
bangsa Indonesia. 
b. Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (vide 
Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 75 KUHAP) 
c. Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (vide 
Pasal 106 KUHAP). 
d. Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib 
memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum. 
Bahkan penghentian penyidikan tersebut diberitahukan pula 
kepada tersangka atau keluarganya (vide Pasal 109 KUHAP). 
e. Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada 
Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). 
f. Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk 
Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil 
penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP) 
2. Kewenangan Penyidik Pembantu 
Berdasarkan Pasal 11 KUHAP, Penyidik Pembantu mempunyai 
wewenang sama dengan wewenang Penyidik, kecuali mengenai 
penahanan. Mengenai kewenangan penahanan, harus ada pelimpahan 
wewenang dari Penyidik.117 
Pembatasan kewenangan tersebut tepat dan logis, mengingat 
masalah penahanan merupakan masalah yang berkaitan dengan 
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kemerdekaan seseorang dan berkaitan pula dengan hak asasi manusia. 
Apabila kurang hati-hati dan bijaksana dapat menjadi sumber 
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.118 
Penjelasan Pasal 11 KUHAP menegaskan bahwa pelimpahan 
wewenang penahanan kepada Penyidik Pembantu hanya diberikan 
apabila perintah dari Penyidik tidak dimungkinkan. Hal itu dikarenakan 
dalam keadaan yang sangat diperlukan; atau karena terdapat hambatan 
perhubungan di daerah terpencil; atau di tempat yang belum ada petugas 
penyidik; dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut 
kewajiban.119 
3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai 
negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak 
pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai 
dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) 
yang berbunyi: "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang 
dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai 
dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-
masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik Polri. Adapun kedudukan dan wewenang penyidik 
pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan, antara lain:120 
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a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah 
koordinasi penyidik Polri, dan di bawah pengawasan penyidik Polri. 
b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk 
kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan 
bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)). 
c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada 
penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang 
disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil 
ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya 
kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)). 
d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan 
penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada 
penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan 
penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat 
(3)). 
e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan 
yang dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu 
harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum 
(Pasal 109 ayat (3)) 
D. Keterangan Saksi Penyidik (Verbalisan) 
Pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan saksi disidang 
pengadilan, sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang 
telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, prinsip ini 
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tidak mengurangi kebebasan saksi untuk memberi keterangan yang 
berbeda disidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada 
pemeriksaan penyidikan. Kebebasan memberi keterangan di sidang 
pengadilan bagi saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan 
yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Apalagi jika 
keterangannya di sidang pengadilan secara diametral bertentangan dan 
berbeda dengan yang diterangkan dalam berita acara penyidikan, hakim 
harus meminta penjelasan dan alasan saksi tentang hal tersebut.121 
Arti bebas memberi keterangan di persidangan, ditujukan kepada 
sikap dan keadaan ﬁsik dan psikis saksi yakni dalam memberikan 
keterangan di sidang pengadilan, yaitu:122 
a. tanpa pengaruh dan paksaan penekanan dari pihak mana pun. 
b. pertanyaan yang diajukan kepadanya harus dalam bahasa yang 
jelas dan mudah dimengerti olehnya, agar jawaban yang diberikan 
benar-benar merupakan jawaban yang keluar dari kesadaran 
nuraninya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasannya.  
c. dilarang mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi, yaitu 
keterangan yang tidak pernah dinyatakan saksi, tetapi oleh hakim 
atau penuntut umum dianggap seolah-olah pernah dinyatakan 
saksi. Pertanyaan yang menjerat seperti ini, melanggar kebebasan 
saksi memberikan keterangan.  
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Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang 
terdapat pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, harus memberikan 
alasan yang dapat diterima akal sehat. Perbedaan antara kedua 
keterangan itu, harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan 
kebenaran perbedaan tersebut.123 
Hal ini diatur dalam Pasal 163 KUHAP, yang memberi pedoman 
kepada ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah perbedaan 
keterangan. Jika dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, seorang saksi 
memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan dalam 
berita acara penyidikan, tata cara yang dapat ditempuh hakim yaitu:124 
a. mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut, Hakim tidak 
dibenarkan berdiam diri jika dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda 
dengan apa yang tertera dalam berita acara penyidikan. Ketua 
sidang harus memperingatkan saksi akan perbedaan itu, 
b. kalau ketua sidang telah memperingatkan saksi, tetapi tetap pada 
keterangan yang diberikannya di persidangan, hakim meminta 
keterangan mengenai perbedaan antara kedua keterangan 
dimaksud, 
c. kemudian keterangan dan alasan yang diberikan saksi, dicatat 
dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan. 
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Dalam praktek peradilan, sering terjadi perbedaan keterangan yang 
sangat mencolok antara keterangan yang diberikan saksi di sidang 
pengadilan dengan yang diberikan di depan penyidik. Kalau ditanya 
kenapa saksi memberi keterangan yang berbeda. Jawaban dan alasan 
yang umum, karena pada waktu pemeriksaan penyidikan, saksi diancam 
dan didikte menurut kehendak penyidik.125 
Dalam KUHAP tidak diatur mengenai keterangan saksi yang ditarik/ 
dicabut di muka persidangan. Apabila dikaji secara lebih mendalam, detail 
dan terinci sebagaimana tersurat Pasal 163 KUHAP adalah terhadap 
keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya pada Berita 
Acara Pemeriksaan/ BAP yang dibuat penyidik. Kalau seorang saksi 
menarik/ mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang 
dibuat penyidik, berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHAP, 
yang asasnya keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan disidang pengadilan.126 
Apabila dalam persidangan, terdakwa mencabut keterangannya 
pada waktu pemeriksaan penyidik (berita acara penyidikan) atau mungkir, 
seringkali penyidik yang memeriksa terdakwa dalam perkara tersebut 
dipanggil dalam sidang untuk dijadikan saksi, saksi inilah yang kemudian 
disebut saksi verbalisan.127 
Secara fundamental kata verbalisan adalah istilah yang lazim 
tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam 
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KUHAP.128 Menurut makna leksikon, verbalisan adalah orang (penyidik) 
yang melakukan proses verbal (penyidikan).129 Verbalisan dapat juga 
berupa nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan 
kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang 
berita acara. Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy dan 
Prasetyo JT menentukan bahwa “verbalisant (Bld) adalah Petugas (Polisi 
atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat atau 
mengarang proses verbal.”130 
Dengan demikian, apabila ditilik dari visi praktik peradilan, 
eksistensi saksi verbalisan tampak jikalau dalam persidangan terdakwa 
mungkir/ menyangkal keterangan saksi dan kemudian keterangan saksi / 
terdakwa di sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam 
Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik serta terdakwa/ saksi 
mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik 
karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.131 
Maka untuk menjawab bantahan saksi/ terdakwa tersebut, penuntut 
umum dapat menghadirkan saksi verbalisan (saski penyidik). Akan tetapi, 
seringkali saat terdakwa menjadikan alasan penekanan maupun 
penyiksaan untuk mencabut BAP, penyidik pada umumnya membantah. 
Dapat dikatakan, saksi verbalisan nyaris tak pernah mengakui 
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perbuatannya.132 Namun demikian dalam memeriksa seorang saksi 
verbalisan, hakim tentu saja tidak boleh Iangsung percaya terhadap 
keterangan saksi verbaIisan atau menolak keterangan yang diberikan 
tersebut.133 Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi verbalisan, hakim juga 
perlu mempertimbangkan apakah alasan dan keterangan yang diberikan 
saksi dapat mendukung perbedaan keterangan kesaksian yang 
diberikannya. Seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan 
dengan alasan yang diberikan saksi, dan alasan itu dapat di terima hakim. 
Keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan yang dipergunakan 
hakim menyusun pertimbangan. Akan tetapi kalau perbedaan keterangan 
tanpa alasan yang masuk akal, hakim dapat menganggap keterangan itu 
tidak benar, dan hakim dapat tetap menganggap keterangan yang 
terdapat dalam berita acara penyidikan yang benar, sehingga keterangan 
yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dipergunakan hakim 
menyusun pertimbangan.134 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan analisis, 
maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 
Kota Makassar. Pengumpulan data akan dilaksanakan di Pengadilan 
Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa 
Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputus perkara Nomor 
457/Pid.B/2014/PN.Makassar yang merupakan objek sasaran kasus yang 
diangkat oleh penulis.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait 
dengan penulisan skripsi ini.  
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari 
instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang 
ada relevansinya dengan materi yang dibahas. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menyaring data yang diperlukan sebagai bahan analisis 
maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.  
2. Studi Dokumen  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-
artikel. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan 
secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan 
erat dengan penulisan ini.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Makassar 
Nomor 457/Pid.B/2014/PN.Mks  
1. Posisi Kasus 
Paparan Kasus Perkara Pidana Nomor 457/Pid.B/2014/PN.Mks: 
Nama  : SUNANDAR ALS. NANDAR 
Tempat lahir  : Watampone  
Umur/ Tgl lahir  : 23 tahun/ 21 Juli 1991  
Jenis kelamin  : Laki-laki  
Kebangsaan  : Indonesia  
Tempat tinggal  : Jln. Dg. Ramang Komp. Griya Mulia Asri B 15  
  Makassar  
Agama  : Islam  
Pekerjaan  : Tidak ada  
Pendidikan  : S.1 Universitas Muslim Indonesia 
Bahwa terdakwa Sunandar als. Nandar, pada hari Minggu 21 April 
2013 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu 
lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Racing Centre Kec. Panakukkang 
Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan 
tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili 
Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penikaman atas diri korban 
Geis Setiawan dimana penikaman tersebut diduga dilakukan oleh 
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terdakwa dengan menggunakan sebilah badik. Pada waktu dan tempat 
sebagaimana diatas saat terdakwa bersama dengan Andi Ingke (masuk 
dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dimana pada saat itu terdakwa 
tengah bersama dengan Andi Ingke mengendarai sepeda motor Scoopy 
warna putih lis biru milik Andi Ingke mengisi bahan bakar motor di sebuah 
pertamina yang terletak di Jalan Racing Centre, tak berapa lama 
kemudian melintaslah korban yaitu Geis Setiawan dengan mengendarai 
sepeda motor dan mengarah ke Jln. Racing Centre. Setelah mengetahui 
bahwa korban melintas, maka keduanya mulai mengikuti korban dari arah 
belakang seraya berupaya memastikan bahwa orang tersebut adalah 
benar Geis Setiawan, dan setelah memastikan bahwa orang tersebut 
adalah benar Geis Setiawan maka keduanya (terdakwa dan Andi Ingke) 
mulai mendekati korban dari arah belakang dan setelah dekat maka tiba-
tiba terdakwa mengayunkan badik yang dipegangnya kearah tubuh 
korban Geis Setiawan dan mengena pada bagian tubuh sebelah kanan 
bawah setelah itu keduanya melarikan diri dengan menggunakan sepeda 
motor. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
PRIMAIR   
Bahwa ia terdakwa Sunandar Als. Nandar, pada hari Minggu 21 
April 2013 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Racing Centre Kec. 
Panakukkang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-
tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa 
dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan 
perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban 
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atas nama Geis Setiawan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-
cara antara lain sebagai berikut:  
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saat terdakwa 
bersama dengan Andi Ingke (masuk dalam Daftar Pencarian Orang 
(DPO)) berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar Nomor: DPO/23/II/2014/Reskrim tanggal 03 Februari 2014), 
dimana pada saat itu terdakwa tengah bersama dengan Andi Ingke 
mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih lis biru milik Andi 
Ingke mengisi bahan bakar motor di sebuah pertamina yang terletak di 
Jalan Racing Centre, tak berapa lama kemudian melintaslah korban 
yaitu Geis Setiawan dengan mengendarai sepeda motor dan 
mengarah ke Jln. Racing Centre.  
- Bahwa setelah mengetahui bahwa korban melintas, maka keduanya 
mulai mengikuti korban dari arah belakang seraya berupaya 
memastikan bahwa orang tersebut adalah benar Geis Setiawan, dan 
setelah memastikan bahwa orang tersebut adalah benar Geis 
Setiawan maka keduanya (terdakwa dan Andi Ingke) mulai mendekati 
korban dari arah belakang dan setelah dekat maka tiba-tiba terdakwa 
mengayunkan badik yang dipegangnya kearah tubuh korban Geis 
Setiawan dan mengena pada bagian tubuh sebelah kanan bawah 
setelah itu keduanya melarikan diri dengan menggunakan sepeda 
motor.  
- Adapun akibat luka yang disebabkan perbuatan terdakwa tersebut, 
maka korban Geis Setiawan berupaya untuk mendapatkan perawatan 
medis dengan cara mendatangi Rumah Sakit lbnu Sina untuk 
mendapatkan pertolongan, namun setelah mendapatkan perawatan 
medis selama beberapa hari baik di Rumah Sakit lbnu Sina sampai 
dengan korban dirujuk ke RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, 
nyawa korban Geis Setiawan tidak tertolong karena luka yang 
dialaminya. 
- Adapun luka yang dialami oleh Geis Setiawan berdasarkan Visum ET 
Repertum RS. lbnu Sina Nomor: 90/VER/RSIS/YW-UMI/IV/2013 
tanggal 21 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter 
pada rumah sakit tersebut disebutkan bahwa Geis Setiawan 
mengalami luka yaitu berupa luka tusuk pada dada sebelah kanan 
(bagian pinggir) yang disebabkan oleh Luka Akibat benda tajam. 
- Adapun terdakwa sampai melakukan perbuatannya sebagaimana 
tersebut diatas oleh karena terdakwa menyimpan rasa amarah 
terhadap korban oleh karena menurutnya, korban Geis Setiawan 
adalah salah satu pelaku penyerangan terhadap salah seorang 
temannya yang menyebabkan salah seorang teman terdakwa tersebut 
mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh yang salah satunya 
adalah luka akibat benda tajam pada bagian lutut, adapun 
penyerangan terhadap orang tersebut terjadi sekitar tahun 2012 
tepàtnya di depan Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran 
Universitas Muslim Indonesia Jln. Urip Sumoharjo Makassar.  
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- Bahwa semenjak saat terdakwa menyimpulkan bahwa salah satu 
pelaku penyerangan tersebut adalah korban Geis Setiawan, maka 
sejak saat itulah terdakwa telah mempersiapkan sebilah badik yang 
kemudian disimpan terdakwa di balik bajunya serta membawa serta 
benda tersebut kemanapun terdakwa berada sampai dengan saat 
terdakwa menggunakan badik tersebut untuk melukai korban Geis 
Setiawan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas.  
 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP 
 
SUBSIDIAIR:  
 
Bahwa ia terdakwa Sunandar Als. Nandar, pada hari Minggu 21 
April 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jln. Racing Centre Kec. 
Panakukkang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-
tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa 
dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas 
nyawa orang lain yaitu, korban atas nama Geis Setiawan, yang dilakukan 
oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saat terdakwa 
bersama dengan Andi Ingke (masuk dalam Daftar Pencarian Orang 
(DPO) berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar Nomor: DPO/23/11/2014/Reskrim tanggal 03 Februan 
2014), dimana pada saat itu terdakwa tengah bersama dengan Andi 
Ingke mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih lis biru milik 
Andi Ingke mengisi bahan bakar motor di sebuah pertamina yang 
terletak di Jalan Racing Centre, tak berapa lama kemudian melintaslah 
korban yaitu Geis Setiawan dengan mengendarai sepeda motor dan 
mengarah ke Jln. Racing Centre.  
- Bahwa setelah mengetahui bahwa korban melintas, maka keduanya 
mulai mengikuti korban dan arah belakang seraya berupaya 
memastikan bahwa orang tersebut adalah benar Geis Setiawan, dan 
setelah memastikan bahwa orang tersebut adalah benar Geis 
Setiawan maka keduanya (terdakwa dan Andi Ingke) mulai mendekati 
korban dari arah belakang dan setelah dekat maka tiba-tiba terdakwa 
mengayunkan badik yang dipegangnya kearah tubuh korban Geis 
Setiawan dan mengena pada bagian tubuh sebelah kanan bawah 
setelah itu keduanya melarikan diri dengan menggunakan sepeda 
motor.  
- Adapun akibat luka yang disebabkan perbuatan terdakwa tersebut, 
maka korban Geis Setiawan berupaya untuk mendapatkan perawatan 
medis dengan cara mendatangi Rumah Sakit lbnu Sina Untuk 
mendapatkan pertolongan, namun setelah mendapatkan perawatan 
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medis selama beberapa hari baik di Rumah Sakit Ibnu Sina sampai 
dengan korban dirujuk ke RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, 
nyawa korban Geis Setiawan tidak tertolong karena luka yang 
dialaminya.  
- Adapun luka yang dialami oleh Geis Setiawan berdasarkan Visum ET 
Repertum RS. lbnu Sina Nomor: 90/VER/RSIS/YW-UMI/IV/2013 
tanggal 21 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter 
pada rumah sakit tersebut disebutkan bahwa Geis Setiawan 
mengalami luka yaitu berupa luka tusuk pada dada sebelah kanan 
(bagian pinggir) yang disebabkan oleh Luka Akibat benda tajam. 
 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP  
 
LEBIH SUBSIDIAIR:  
Bahwa ia terdakwa Sunandar Als. Nandar, pada hari Minggu 21 
April 2013 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Racing Centre Kec. 
Panakukkang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-
tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa 
dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan 
perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban 
atas nama Geis Setiawan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-
cara antara lain sebagai berikut:  
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saat terdakwa 
bersama dengan Andi Ingke (masuk dalam Daftar Pencarian Orang 
(DPO)) berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar Nomor: DPO/23/II/2014/Reskrim tanggal 03 Februari 2014), 
dimana pada saat itu terdakwa tengah bersama dengan Andi Ingke 
mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih lis biru milik Andi 
Ingke mengisi bahan bakar motor di sebuah pertamina yang terletak di 
Jalan Racing Centre, tak berapa lama kemudian melintaslah korban 
yaitu Geis Setiawan dengan mengendarai sepeda motor dan 
mengarah ke Jln. Racing Centre.  
- Bahwa setelah mengetahui bahwa korban melintas, maka keduanya 
mulai mengikuti korban dari arah belakang seraya berupaya 
memastikan bahwa orang tersebut adalah benar Geis Setiawan, dan 
setelah memastikan bahwa orang tersebut adalah benar Geis 
Setiawan maka keduanya (terdakwa dan Andi Ingke) mulai mendekati 
korban dari arah belakang dan setelah dekat maka tiba-tiba terdakwa 
mengayunkan badik yang dipegangnya kearah tubuh korban Geis 
Setiawan dan mengena pada bagian tubuh sebelah kanan bawah 
setelah itu keduanya melarikan diri dengan menggunakan sepeda 
motor.  
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- Adapun akibat luka yang disebabkan perbuatan terdakwa tersebut, 
maka korban Geis Setiawan berupaya untuk mendapatkan perawatan 
medis dengan cara mendatangi Rumah Sakit lbnu Sina untuk 
mendapatkan pertolongan, namun setelah mendapatkan perawatan 
medis selama beberapa hari baik di Rumah Sakit lbnu Sina sampai 
dengan korban dirujuk ke RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, 
nyawa korban Geis Setiawan tidak tertolong karena luka yang 
dialaminya. 
- Adapun luka yang dialami oleh Geis Setiawan berdasarkan Visum ET 
Repertum RS. lbnu Sina Nomor: 90/VER/RSIS/YW-UMI/IV/2013 
tanggal 21 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter 
pada rumah sakit tersebut disebutkan bahwa Geis Setiawan 
mengalami luka yaitu berupa luka tusuk pada dada sebelah kanan 
(bagian pinggir) yang disebabkan oleh Luka Akibat benda tajam. 
 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
 
3. Keterangan Saksi 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa 
Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - Saksi yang 
telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:  
 
1. Saksi Ekki Arisandi 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga;  
- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara saat ini karena 
sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik yaitu masalah 
pembunuhan Geis Setiawan;  
- Bahwa kejadiannya adalah hari Minggu, tanggal 21 April 2013 
sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jln. Racing Center - Makassar; 
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melukai korban 
Geis Setiawan; 
- Bahwa saksi sempat melihat keadaan korban Geis Setiawan di 
rumah sakit Ibnu Sina - Makassar;  
- Bahwa luka yang diderita korban Geis Setiawan adalah luka tusuk 
diperut sebelah kanan;  
- Bahwa saksi mengetahui keadaan korban Geis Setiawan karena 
mendapat telepon dan Rumah Sakit lbnu Sina pada hari Minggu, 
tanggal 21 April 2013 sekira jam 21.00 Wita;  
- Bahwa ketika saksi tiba di RS ibnu Sina, korban Geis Setiawan 
sudah tidak bicara;  
- Bahwa saksi dan korban Geis Setiawan sama-sama aktif di 
organisasi Mapala UMI - Makassar;  
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban ada musuhnya;  
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- Bahwa korban Geis Setiawan malam itu juga di rujuk ke RS 
Wahidin Sudirohusodo Makassar dan meninggal pada keesokan 
harinya;  
- Bahwa korban Geis Setiawan tidak sempat memberitahu pelaku 
yang melukainya; 
- Bahwa saksi baru tahu pelakunya sekitar 8 bulan setelah kejadian 
karena terdakwa sudah tertangkap;  
Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak tahu;  
 
2. Saksi Jusman 
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga; 
- Bahwa saksi tahu permasalahannya mengenai pembunuhan 
Saudara Geis Setiawan;  
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar 
jam 21.30 Wita saksi mendapat telepon dan RS Ibnu Sina; 
- Bahwa saksi bersama saksi Apriani langsung ke RS lbnu Sina dan 
setibanya di RS lbnu Sina sudah banyak orang yang adalah teman-
teman korban;  
- Bahwa saksi tidak sempat berbicara dengan korban tetapi saksi 
sempat melihat luka tusuk di perut sebelah kanan korban Geis 
Setiawan;  
- Bahwa korban Geis Setiawan sempat dirujuk ke RS Wahidin Sudiro 
Husodo - Makassar malam itu;  
- Bahwa kemudian keesokan harinya korban Geis Setiawan 
meninggal dunia di RS Wahidin - Makassar; 
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;  
Atas keterangan Saksi, terdakwa mengatakan tidak tahu;  
 
3. Saksi Sari Wahyuni alias Uni  
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan 
terdakwa;  
- Bahwa masalahnya adalah pembunuhan saudara Geis Setiawan;  
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar 
jam 21.30 Wita di Jl. Racing Center - Makassar;  
- Bahwa saksi mengetahui korban Geis Setiawan ada di RS lbnu 
Sina - Makassar dan saksi Safitri yang mendapat telepon dari RS 
Ibnu Sina;  
- Bahwa saksi bersama saksi Safitri kemudian pergi ke RS lbnu Sina 
dan bertemu dengan korban Geis Setiawan yang sedang ditangani 
oleh dokter; 
- Bahwa Saksi sempat menanyai korban Geis Setiawan akan tetapi 
korban Geis Setiawan tidak mengenal pelaku akan tetapi 
menyebutkan ciri-ciri pelaku;  
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- Bahwa ciri-ciri pelaku menurut korban Geis Setiawan adalah: ada 2 
orang pakai helem tertutup mengendarai sepeda motor Scoopy 
warna hitam putih;  
- Bahwa korban sempat dirujuk ke RS Wahidin - Makassar malam itu 
dan besok siangnya hari Senin tanggal 22 April 2013 jam 13.00 
Wita meninggal di RS Wahidin - Makassar;  
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;  
 
4. Saksi Safitri Apriani 
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan 
terdakwa;  
- Bahwa masalah yang diperiksa saat ini adaiah masalah 
pembunuhan saudara Geis Setiawan;  
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Mingggu tanggal 21 April 
2013 sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Racing Center - Makassar;  
- Bahwa ketika saksi masih ada di kampus UMI, saksi menerima 
telepon dan teman saksi dari RS lbnu Sina yang memberitahu 
korban Geis Setiawan ada di RS Ibnu Sina;  
- Bahwa saksi bersama teman saksi Iangsung ke RS ibnu Sina dan 
melihat korban Geis Setiawan di UGD sedang ditangani oleh 
dokter;  
- Bahwa korban Geis Setiawan saat itu masih sadar dan saksi 
sempat menanyakan tentang kejadian yang dialami korban Geis 
Setiawan;  
- Bahwa korban tidak mengenal pelaku tetapi sempat menyebutkan 
ciri-cirinya, pakai helm tertutup dan berboncengan mengendarai 
motor Scoopy warna hitam putih;  
- Bahwa korban Geis Setiawan malam itu di rujuk ke RS Wahidin - 
Makassar dan keesokan harinya Senin tanggal 22 April 2013 
sekitar jam 13.00 Wita korban Geis Setiawan meninggal dunia di 
RS Wahidin - Makassar;  
 
5. Saksi Arma Wahyuni 
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan 
terdakwa;  
- Bahwa masalah yang diperiksa saat ini setahu saksi adalah 
masalah pembunuhan saudara Geis Setiawan;  
- Bahwa saksi adalah pacar/ kekasih alm. Geis Setiawan;  
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira 
jam 21.00 Wita di jalan Racing Center; 
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada di tempat kost saksi dan 
mendapat telepon dari Wahyuni yang memberitahukan bahwa Geis 
ada di Rumah Sakit lbnu Sina dan saksi langsung menuju RS lbnu 
Sina; 
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- Bahwa ketika di RS lbnu Sina saksi sempat menanyakan korban 
Geis apa yang terjadi dan dijawab oleh korban Geis bahwa ia 
ditikam;  
- Bahwa saksi menanyakan siapa yang menikam korban, tetapi 
korban mengatakan bahwa tidak kenal orangnya tapi sering melihat 
pelaku di kampus dan saat kejadian pelaku menggunakan sepeda 
motor Scoopy warna hitam putih; 
- Bahwa sehari sebelum kejadian saksi masih bertemu korban Geis 
Setiawan di tempat kost saksi dan menyampaikan bahwa ia korban 
akan pergi latihan arung jeram;  
- Bahwa pada hari kejadian penusukan setelah isya, korban ada 
menelepon saksi tetapi saksi hanya mendengar suara “ah…ah…” 
dan tidak ada kata-kata;  
- Bahwa saksi sempat melihat luka korban yang dijahit dan ada 
cairan yang dikeluarkan dari luka tersebut;  
- Bahwa korban meninggal besok harinya Senin tanggal 22 April 
2013 sekitar jam 13.00 Wita di RS Wahidin Makassar;  
- Bahwa 7 bulan barulah pelakunya tertangkap;  
Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak tahu;  
 
6. Saksi Andi Anggara Wahyudi  
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan 
terdakwa; 
- Bahwa masalah yang diperiksa saat ini setahu Saksi adalah 
masalah pembunuhan saudara Geis Setiawan;  
- Bahwa kejadiannya hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira jam 
21.00 Wita di jalan Racing Center;  
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya ketika itu;  
- Bahwa saat kejadian saksi berada di kampus dan menerima 
telepon dari saksi Arma yang adalah kekasih/ pacar korban Geis 
Setiawan, bahwa korban ada di RS lbnu Sina karena ditikam;  
- Bahwa saksi langsung menjemput saksi Arma dan Iangsung 
menuju RS lbnu Sina;  
- Bahwa saat di RS lbnu Sina, saksi sempat melihat luka korban 
yaitu dipinggang sebelah kiri dan saat di RS lbnu Sina korban 
masih dalam keadaan sadar;  
- Bahwa saksi tidak sempat berbicara dengan korban saat itu;  
- Bahwa hari Senin, tanggal 22 April 2013 sekitar jam 12. 0 Wita 
korban Geis Setiawan meninggal dunia di RS Wahidin - Makassar;  
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban punya masalah 
dengan orang lain;  
- Bahwa kemudian saksi mengetahui ciri-ciri pelaku adalah dari 
pacar korban saksi Arma yang sempat diberitahu oleh korban 
ketika di RS Ibnu Sina yaitu pelaku penikaman adalah orang yang 
sering korban lihat di kampus;  
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Atas keterangan saksi bahwa terdakwa tidak tahu kalau yang 
ditikam adalah Geis Setiawan;  
 
7. Saksi Satriawan alias Wawan  
- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga 
maupun hubungan kerja dengan terdakwa;  
- Bahwa saksi tahu masalah yang diperiksa saat ini adalah masalah 
penikaman yang saksi ketahui pada saat terdakwa ditangkap;  
- Bahwa saksi pernah menjadi korban pengeroyokan di Fakultas 
Hukum Kampus UMI (Universitas Muslim) Makassar;  
- Bahwa yang mengeroyok saksi adalah para senior di Fakultas 
Hukum UMI; 
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi sempat masuk RS dan 
ketika itu terdakwa datang menjenguk saksi dan menanyakan 
keadaan saksi;  
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi sebelum kejadian penikaman 
oleh terdakwa; 
- Bahwa saksi sempat mengetahui ada penikaman di Racing Center 
dari berita di BBM saksi yang memuat kata-kata “hati-hati lewat di 
Racing Center karena ada terjadi penikaman”; 
- Bahwa di Kampus UMI ada 2 kelompok yaitu kelompok Mapala dan 
kelompok Lamellong;  
- Bahwa Lamellong artinya adalah: cendikiawan Bone dimana saksi 
dan terdakwa adalah anggota Lamellong;  
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Geis Setiawan kena tikam 
dan berita BBM dan juga baca surat kabar;  
- Bahwa korban Geis Setiawan adalah senior saksi di Fakultas 
Hukum UMI - Makassar;  
Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa ia tidak 
pernah menanyakan “siapa yang keroyokko dek?” 
 
8. Saksi Rahmat Arif alias Rambo  
- Bahwa saksi tahu masalah yang diperiksa saat ini adalah masalah 
penikaman Geis Setiawan;  
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikam;  
- Bahwa saksi mengetahui kematian korban Geis Setiawan akibat 
dibunuh adalah dari surat kabar;  
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik adalah tidak benar, 
karena saat dimintai keterangan saksi disiksa, diarahkan dan 
dituntun oleh Penyidik;  
- Bahwa saksi siap dikonfrontir dengan Penyidik/ saksi verbal lisan; 
- Bahwa nama-nama yang saksi sebutkan di dalam BAP Penyidik 
seperti nama: Andi lngke dan Ciwang adalah sebelumnya saksi 
pernah bercerita kepada Polisi tentang nama-nama tersebut;  
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di sekretariat 
Lamellong di Paccerakang - Daya - Makassar sekitar jam 22.30 
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Wita dan terdakwa sempat menyampaikan bahwa “hati-hati jangan 
sampai ada penyerangan dan anak Mapala”;  
- Bahwa kedatangan saksi ke sekretariat Lamellong di Paccerakang 
adalah atas inisiatip sendin karena Ketua Lamellong yaitu Ciwang 
mengalami kecelakaan;  
- Bahwa saksi adalah sekretaris Lamellong sedangkan terdakwa 
hanya anggota biasa;  
- Bahwa saksi pernah dengar tentang pengeroyokan atas diri 
Satriawan alias Wawan; 
- Bahwa saksi ditangkap dan ditahan dalam kasus dugaan pasal 338 
KUHPidana pada bulan Desember tahun 2012;  
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah kenal sejak kecil;  
 
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum ada 
mengajukan 3 (tiga) orang saksi diluar saksi-saksi BAP yang telah 
didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah;  
 
1. Saksi M. Arkam R.  
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu Abdullah 
Makmur dan Abdul Kemal dari Reskrim Poltabes Makassar yang 
melakukan penangkapan atas diri terdakwa;  
- Bahwa terdakwa ditangkap di Kupang - Nusa Tenggara Timur hal 
tersebut saksi dapatkan berdasarkan keterangan saksi Rahmat Arif 
alias Rambo ketika Rahmat Arif alias Rambo tertangkap atas 
tuduhan pembunuhan terhadap Radit mahasiswa UMI;  
- Bahwa ketika saksi dan Tim menginterogasi Saksi Rahmat Arif 
alias Rambo mengatakan pelaku penikaman atas Geis Setiawan 
bukanlah dirinya melainkan terdakwa Sunandar yang berada di 
Kupang saat itu;  
- Bahwa saksi Rahmat Arif mengatakan bahwa ia mengetahui hal 
tersebut, karena setelah melakukan penikaman terdakwa bersama 
Andi lngke datang ke tempat kost saksi Rahmat Arif alias Rambo 
yang dekat dengan lokasi kejadian dan menyampaikan bahwa ia 
terdakwa baru menikam yang kayaknya anak Mapala, tetapi tidak 
tahu siapa;  
- Bahwa saat melakukan penikaman atas diri Geis Setiawan 
terdakwa dibonceng motor jenis scoopy warna putih oleh Andi 
lngke;  
- Bahwa saat ini motor scoopy tersebut telah didico menjadi warna 
biru;  
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap terdakwa 
dan juga terhadap sepeda motor scoopy;  
- Bahwa sepeda motor scoopy warna biru ditemukan di rumah Andi 
lngke dan langsung disita;  
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2. Saksi Abdullah Makmur  
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu M. Arkam R 
dan Abdul Kemal dari Reskrim Poltabes Makassar yang melakukan 
penangkapan atas diri terdakwa;  
- Bahwa terdakwa ditangkap di Kupang-Nusa Tenggara Timur hal 
tersebut saksi dapatkan berdasarkan keterangan saksi Rahmat Arif 
alias Rambo ketika Rahmat Arif alias Rambo tertangkap atas 
tuduhan pembunuhan terhadap Radit mahasiswa UMI;  
- Bahwa ketika saksi dan Tim menginterogasi saksi Rahmat Arif alias 
Rambo mengatakan pelaku penikaman atas Geis Setiawan 
bukanlah dirinya melainkan terdakwa Sunandar yang berada di 
Kupang saat itu;  
- Bahwa saksi Rahmat Arif mengatakan bahwa Ia mengetahui hal 
tersebut, karena setelah melakukan penikaman terdakwa bersama 
Andi lngke datang ke tempat kost saksi Rahmat Arif alias Rambo 
yang dekat dengan lokasi kejadian dan menyampaikan bahwa Ia 
terdakwa baru menikam yang kayaknya anak Mapala, tetàpi tidak 
tahu siapa;  
- Bahwa saat melakukan penikaman atas diri Geis Setiawan 
terdakwa dibonceng motor jenis scoopy warna putih oleh Andi 
lngke; 
- Bahwa saat ini motor scoopy tersebut telah didico menjadi warna 
biru;  
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap terdakwa 
dan juga terhadap sepeda motor scoopy; 
- Bahwa sepeda motor scoopy warna biru ditemukan di rumah Andi 
lngke dan langsung disita;  
 
3. Saksi Abdul Kemal  
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu M. Arkam R 
dan Abdullah Makmur dari Reskrim Poltabes Makassar yang 
melakukan penangkapan atas diri terdakwa;  
- Bahwa terdakwa ditangkap di Kupang-Nusa Tenggara Timur hal 
tersebut saksi dapatkan berdasarkan keterangan saksi Rahmat Arif 
alias Rambo ketika Rahmat Arif alias Rambo tertangkap atas 
tuduhan pembunuhan terhadap Radit mahasiswa UMI;  
- Bahwa ketika saksi dan Tim menginterogasi saksi Rahmat Arif alias 
Rambo mengatakan pelaku penikaman atas Geis Setiawan 
bukanlah dirinya melainkan terdakwa Sunandar yang berada di 
Kupang saat itu;  
- Bahwa saksi Rahmat Arif mengatakan bahwa Ia mengetahui hal 
tersebut, karena setelah melakukan penikaman terdakwa bersama 
Andi lngke datang ke tempat kost saksi Rahmat Arif alias Rambo 
yang dekat dengan lokasi kejadian dan menyampaikan bahwa Ia 
terdakwa baru menikam yang kayaknya anak Mapala, tetapi tidak 
tahu siapa;  
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- Bahwa saat melakukan penikaman atas diri Geis Setiawan 
terdakwa dibonceng motor jenis scoopy warna putih oleh Andi 
lngke; 
- Bahwa saat ini motor scoopy tersebut telah didico menjadi warna 
biru;  
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap terdakwa 
dan juga terhadap sepeda motor scoopy; 
- Bahwa sepeda motor scoopy warna biru ditemukan di rumah Andi 
lngke dan langsung disita;  
 
4. Keterangan Terdakwa 
 
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;  
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan 
penikaman yang terdakwa lakukan dengan menggunakan badik; 
bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekitar 
pukul 20.00 wita;  
- bahwa badik yang terdakwa gunakan adalah badik pemberian dari 
kakek terdakwa dan selalu terdakwa bawa-bawa dengan 
menyelipkan di pinggang terdakwa;  
- bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama dengan teman 
terdakwa yang bernama Andi lngke;  
- bahwa terdakwa bersama Andi lngke berboncengan dengan 
sepeda motor Scoopy dari rumah Andi lngke;  
- bahwa dijalan Racing Center, sepeda motor yang dikemudikan oleh 
Andi lngke yang membonceng terdakwa bersenggolan dengan 
sepeda motor yang dikemudikan korban dan arah yang 
berlawanan;  
- Bahwa kemudian korban berteriak “apa tai laso” lalu dijawab oleh 
terdakwa “apa!” 
- Bahwa kemudian korban turun dan terdakwa juga turun dari motor 
dan terdakwa berkata “apa” korban juga menjawab “apa”; 
- Bahwa ketika korban turun dari motor, korban marah-marah dan 
mengajak single;  
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan badiknya 
dengan tangan kiri dan menusukkan kearah perut sebelah kanan 
korban sebanyak satu kali;  
- Bahwa ketika ditusuk korban sempat berteriak kesakitan;  
- Bahwa terdakwa kemudian membuang badiknya di sungai Racing 
Center dari atas jembatan;  
- Bahwa terdakwa bersama Andi lngke ke tempat kost Rahmat Arif 
alias RAMBO dan menceritakan kepada RAMBO bahwa terdakwa 
habis berkelahi;  
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- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau yang ditikam adalah Geis 
Setiawan, terdakwa mengetahuinya keesokan hari setelah 
membaca di Koran;  
- Bahwa terdakwa hanya kenal wajah dengan korban tetapi tidak 
tahu namanya, karena korban adalah mahasiswa UMI juga;  
- Bahwa terdakwa adalah anggota Lamellong yang artinya 
Paguyuban Mahasiswa Bone;  
- Bahwa antara kelompok Mahasiswa Lamellong dengan kelompok 
mahasiswa Mapala pernah terjadi pertikaian;  
- Bahwa ketika kejadian korban hanya sendin saja;  
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan dalam BAP Penyidik pada 
angka 12 dengan alasan pada saat memberikan keterangan dalam 
keadaan takut, karena ketika ditangkap di Kupang terdakwa disiksa 
oleh Polisi;  
- Bahwa setelah melakukan penikaman terdakwa sempat ke Bone 
untuk mencari kerja karena tidak dapat pekejaan terdakwa 
kemudian ke Sinjai yang juga tidak dapat pekerjaan akhirnya 
terdakwa mencari pekerjaan di Kupang - Nusa Tenggara Timur lalu 
kemudian tertangkap di Kupang – NTT; 
 
5. Tuntutan Jaksa 
 
1. Menyatakan terdakwa Sunandar Als. Nandar terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja 
Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dengan Perencanan Terlebih 
Dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 
KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunandar Als. Nandar dengan 
pidana penjara selama 16 (Enam Belas) Tahun dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan 
Negara; 
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit motor Honda Scoopy Warna Biru Hitam DD 2267 WT 
Dikembalikan Kepada Federal Internasional Finance  
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 
Rp5.000, - (Lima ribu rupiah). 
 
6. Pertimbangan-pertimbangan Hakim 
 
Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah 
melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 
subsidaritas Primair: melanggar pasal 340 KUHPidana, Subsidair: 
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melanggar pasal 338 KUHPidana dan Lebih Subsidair: melanggar pasal 
351 ayat (3) KUHPidana; 
Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan subsidaritas Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dimulai dari dakwaan 
Primair apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak 
akan dipertimbangkan dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka 
selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan 
jika terbukti maka dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan 
dan demikian seterusnya;  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
dakwaan Primair melanggar pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya 
adalah:  
1. Barangsiapa;  
2. Dengan sengaja;  
3. dan dengan rencana terlebih dahulu;  
4. Merampas nyawa orang lain;  
 
Ad. 1. Unsur “barangsiapa” 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah 
setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohaninya 
yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang 
dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa dalam suatu 
perbuatan yang diancam pidana dimana ia terdakwa memiliki identitas 
yang sama dengan identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum; 
Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim menanyakan identitas 
terdakwa di depan persidangan, bahwa ia mengaku bernama Sunandar 
alias Nandar yang mana seluruh identitas terdakwa ternyata sama dan 
bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum; 
Menimbang, bahwa oleh karena identitasnya telah bersesuaian, 
maka dengan demikian orang yang diajukan ke persidangan perkara ini 
adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya atas 
perbuatan yang didakwakan terhadapnya, sehingga unsur “barangsiapa” 
dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi; 
 
Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku 
menghendaki perbuatannya dan menginsyafi/ menyadari akibat dari 
perbuatannya tersebut; 
Menimbang, bahwa menurut doktrin kesengajaan menurut sifatnya 
ada 2 jenis yaitu: 
a. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana ia tidak hanya 
menghendaki tindakannya tersebut akan tetapi juga menginsyafi/ 
menyadari bahwa tindakannya tersebut dilarang oleh undang-undang 
dan diancam pidana (biasa disebut dolus malus); 
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b. Kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu yaitu seseorang yang 
melakukan suatu tindak pidana tertentu, sudah cukup dengan (hanya) 
menghendaki tindakannya tersebut artinya ada hubungan yang erat 
antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak perlu/ mesti apakah 
ia menginsyafi/ menyadari bahwa tindakannya itu dilarang dan 
diancam pidana oleh undang-undang;  
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa pada 
hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira jam 20.30 Wita bertempat di Jl. 
Racing Center Makassar terdakwa yang dibonceng sepeda motor Honda 
Scoopy oleh Andi lngke berpapasan dengan sepeda motor yang 
dikendarai oleh korban Geis Setiawan dan pada saat berpapasan korban 
Geis Setiawan berteriak “apa tai laso” dan atas teriakan korban tersebut 
terdakwa menjawab “apa juga” dan saat itu terdakwa yang dalam posisi 
dibonceng oleh Andi lngke Iangsung turun menghampin korban Geis 
Setiawan yang sedang marah-marah dan terdakwa langsung 
mengeluarkan badiknya dengan tangan kiri dan Iangsung menusukkan 
badiknya tersebut kearah perut bagian kanan korban Geis Setiawan;  
Bahwa tusukan badik terdakwa mengenai perut sebelah kanan korban 
Geis Setiawan dan korban Iangsung berteriak kesakitan “aduh” “ah…” 
Bahwa setelah melakukan penikaman tersebut terdakwa bersama Andi 
lngke langsung meninggalkan korban ditempat kejadian dan membuang 
badiknya ke sungai Racing dan menuju rumah saksi Rahmat Arif alias 
Rambo yang adalah sekretaris Kelompok Lamellong dan menceritakan 
kejadian penikaman tersebut; 
Menimbang, bahwa perbuatan/ tindakan terdakwa yang datang 
menghampiri korban Geis Setiawan dan langsung mengeluarkan badiknya 
dan menikamkan kearah bagian perut sebelah kanan korban Geis 
Setiawan telah dilakukan karena memang ia terdakwa menghendakinya 
dan terdakwapun menginsyafi/ menyadari akibat dan tindakannya tersebut 
dimana ketika badik terdakwa menembus perut sebelah kanan korban 
Geis Setiawan berteriak kesakitan terdakwa bukannya menolong korban 
melainkan meninggalkannya ditempat kejadian;  
Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga menginsyafi/ 
menyadari bahwa tindakannya yang menikam korban Geis Setiawan 
dengan menggunakan badik yang memang sengaja dan selalu dibawa 
terdakwa kemanapun ia pergi adalah tindakan yang dilarang oleh undang-
undang dan diancam pidana, hal ini tercermin dari tindakan terdakwa 
dimana setelah menikam korban Geis Setiawan, terdakwa bersama Andi 
Ingke langsung meninggalkan korban dan terdakwa juga langsung 
membuang badik yang telah digunakannya menikam korban Geis 
Setiawan ke sungai;  
Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 22 
April 2013 terdakwa dan juga teman-teman terdakwa yaitu saksi Rahmat 
Arif alias Rambo dan saksi Satriawan alias Wawan membaca di surat 
kabar bahwa korban penikaman di Jl. Racing Center yang terjadi pada 
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hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 20.30 Wita yang bernama 
Geis Setiawan telah meninggal dunia;  
Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang membuang badiknya 
ke sungai sesaat setelah menikam korban Geis Setiawan patutlah diduga 
adalah untuk menghilangkan barang bukti sehingga membersihkan dan 
rnembebaskan dirinya dari pertanggungjawaban hukum atas tindakan 
yang telah dilakukannya tersebut;  
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dalam 
pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;  
 
Ad. 3 unsur “dengan berencana terlebih dahulu”  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berencana terlebih 
dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang 
dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku 
harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, 
dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 
Maret 1909); 
Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis yang dimaksud dengan 
hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan dengan tenang adalah 
tentang siapa orang yang dijadikan sasaran/ target dari suatu perbuatan/ 
tindakan, dimana sasaran/ target tersebut dapat dijumpai atau ditemui, 
dengan cara apa perbuatan atau tindakan itu dilakukan, dengan atau 
bersama siapa perbuatan/ tindakan tersebut dilakukan, kapan dan dimana 
perbuatan/ tindakan itu dilakukan dengan kata lain banyak factor yang 
harus dipertimbangkan dan dipersiapkan sebelum tindakan/ perbuatan 
dilakukan dan masih ada waktu pula untuk menghentikan perbuatan/ 
tindakan tersebut;  
Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, pada hari 
Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jl. 
Racing Center telah terjadi penikaman atas korban Geis Setiawan yang 
adalah anggota kelompok Mapala yang diduga dilakukan oleh terdakwa 
Sunandar alias Nandar yang adalah anggota kelompok Lamellong - Bone 
dengan menggunakan sebilah badik;  
Bahwa tindakan terdakwa tersebut sebelumnya didahului dengan 
berpapasannya sepeda motor korban Geis Setiawan dengan sepeda 
motor terdakwa dimana saat itu terdakwa berada dalam posisi dibonceng 
oleh Andi lngke dan korban Geis Setiawan berteriak “apa tai laso” dan 
dijawab oleh terdakwa “apa juga” dan saat itu juga terdakwa turun 
menghampiri korban Geis Setiawan yang marah-marah dan langsung 
menarik badiknya dengan tangan kiri langsung menikamkannya kearah 
perut bagian kanan korban Geis Setiawan;  
Bahwa akibat tikaman terdakwa kearah perut bagian kanan korban 
Geis Setiawan berteriak kesakitan “aduh” “ah…” setelah itu terdakwa 
bersama Andi lngke langsung meninggalkan korban Geis Setiawan 
ditempat kejadian tanpa menghiraukan teriakan kesakitan korban Geis 
Setiawan;  
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Bahwa terdakwa telah menceritakan perbuatannya kepada saksi 
Rahmat Arif alias Rambo sesaat setelah kejadian penikaman dan 
pembuangan badik oleh terdakwa di sungai Racing dengan kata-kata 
“saya habis menikam kayaknya anak mapala, hati-hati ada serangan balik 
anak Mapala”: 
Bahwa sekalipun keterangan saksi Rahmat Arif alias Rambo yang 
telah diberikannya dihadapan Penyidik tersebut dicabut dan disangkali 
oleh saksi Rahmat Arif maupun terdakwa akan tetapi pencabutan dan 
sangkalan tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara sah 
menurut hukum karena alasan keduanya dapat dipatahtahkan oleh 
Penyidik Aswar, S. Psi dan Ahmad Akbar, SH., sebagai petugas yang 
memeriksa dan mem-BAP saksi Rahmat Arif alias Rambo dan terdakwa, 
ketika dihadirkan oleh Majelis Hakim dan telah didengar keterangannya di 
bawah sumpah sebagai saksi verbal lisan di depan persidangan perkara a 
quo dihadapan saksi Rahmat Arif alias Rambo dan juga dihadapan 
terdakwa yang didampingi oleh Tim kuasa hukumnya;  
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak 
ada yang mengetahui dan melihat kejadian penikaman atas diri korban 
Geis Setiawan pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 tersebut bahkan 
saksi Sari Wahyuni, saksi Ekki Arisandi, saksi Safitri Apriani, saksi Jusman 
dan saksi Arma Wahyuni semuanya adalah teman-teman korban 
menegaskan bahwa sepengetahuan mereka korban tidak memiliki musuh 
dan korban tidak sedang berselisih paham dengan siapapun, sedangkan 
saksi Rahmat Arif alias Rambo dan saksi Satriawan tidak mengetahui 
nama Geis Setiawan tetapi mengenali wajah korban Geis Setiawan 
karena sering bertemu di kampus UMI Makassar demikian juga dengan 
keterangan terdakwa;  
Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang ketika berpapasan 
dengan korban Geis Setiawan di Jln. Racing Center pada hari Minggu 
tanggal 21 April 2013 sekira jam 20.30 Wita yang langsung menghampiri 
korban karena teriakan korban “apa tai laso” dan dijawab terdakwa “apa 
juga” dimana terdakwa langsung mengeluarkan badiknya dan 
menikamkan ke arah perut bagian kanan korban Geis Setiawan, menurut 
hemat Majelis tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tindakan 
terdakwa ketika itu merupakan tindakan yang sudah dipertimbangkan dan 
dipikirkan dengan tenang, karena begitu terdakwa mendengar teriakan 
korban Geis Setiawan ketika berpapasan “apa tai laso” spontan dijawab 
oleh terdakwa “apa juga” dan langsung mendekati korban Geis Setiawan 
lalu mengeluarkan badiknya dan saat itu juga langsung menikam kearah 
perut sebelah kanan korban Geis Setiawan;  
Bahwa setelah menikam korban Geis Setiawan dan mendengar teriakan 
kesakitan korban, terdakwa bersama Andi lngke langsung meninggalkan 
korban tanpa memperdulikan keadaan korban yang sedang berteriak 
kesakitan; 
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Menimbang, bahwa dari sikap dan tindakan terdakwa ketika 
menghampiri, menikam dan langsung meninggalkan setelah menikam 
korban Geis Setiawan menurut hemat Majelis hakim adalah merupakan 
tindakan seketika dan bukanlah merupakan tindakan perencanaan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang 
didasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur “dengan 
rencana terlebih dahulu” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim 
tidaklah terpenuhi menurut hukum;  
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan 
Primair yaitu pasal 340 KUHPidana tidak terpenuhi dalam perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa, maka dakwaan Primair haruslah 
dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan 
Primair tersebut;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan Subsidair: melanggar pasal 338 KUHPldana 
yang unsur-unsurnya adaIah: 
1. Barangsiapa;  
2. Dengan sengaja;  
3. Merampas nyawa orang lain;  
 
Ad. 1. Unsur “barangsiapa”  
Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa ini, sebagaimana 
telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas telah terpenuhi dan 
petimbangan dalam unsur pasal inipun unsur barangsiapa memiliki 
pengertian yang sama dengan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair 
sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya kembali melainkan 
mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Primair 
tersebut sehingga unsur barangsiapa dalam pasal inipun terpenuhi secara 
hukum;  
 
Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”  
Menimbang, bahwa sebagaimana unsur dengan sengaja dalam 
pasal inipun telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam pasal dakwaan 
Primair di atas dimana memiliki pengertian yang sama dengan unsur pasal 
dalam dakwaan subsidair ini, sehingga Majelis Hakim mengambil alih 
pertimbangan unsur “dengan sengaja dalam dakwaan Primair yang telah 
terpenuhi menurut hukum tersebut kedalam pertimbangan dakwaan 
subsidair ini;  
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” 
dalam pasal inipun telah terpenuhi menurut hukum;  
 
Ad. 3. Unsur “merampas nyawa orang lain”  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira pukul 
20.30 Wita bertempat di Jln. Racing Center Makassar korban Geis 
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Setiawan telah ditikam oleh seseorang dengan menggunakan sebilah 
badik;  
Bahwa pelaku penikaman diduga adalah terdakwa Sunandar alias 
Nandar yang saat itu tengah dibonceng oleh Andi lngke dengan 
menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berpapasan dengan sepeda 
motor yang dikendarai oleh korban Geis Setiawan; 
Bahwa pada saat berpapasan di Jl. Racing Center Makassar tiba-
tiba korban Geis Setiawan berteriak “apa tai laso” dan Iangsung dijawab 
oleh terdakwa “apa juga” dan terdakwa turun dan motor menghampiri 
korban dan langsung mengeluarkan badiknya dengan tangan kiri dan 
menikam kearah perut bagian kanan korban Geis Setiawan;  
Bahwa tikaman yang dilakukan oleh terdakwa kearah perut bagian 
kanan korban Geis Setiawan membuat korban merasa kesakitan dan 
berteriak “aduh” “ah…” dan terdakwa langsung menarik kembali badiknya 
dan pergi bersama Andi lngke meninggalkan korban Geis Setiawan 
ditempat kejadian;  
Bahwa setelah menikam korban Geis Setiawan, terdakwa 
membuang badiknya di sungai Racing Center dan menuju rumah kost 
Rahmat Arif alias Rambo menyampaikan bahwa terdakwa baru saja 
menikam seseorang kayaknya anak Mapala dan memperingatkan untuk 
siap-siap terhadap serangan balik anak Mapala;  
Bahwa keesokan harinya Senin, tanggal 22 April 2013 barulah 
terdakwa dan teman-teman terdakwa sesama anggota kelompok 
Lamellong - Bone, yaitu saksi Rahmat Arif alias Rambo dan saksi 
Satriawan alias Wawan mengetahui dari berita Koran kalau korban 
penikaman di Jln. Racing Center pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 
sekitat pukul 20.30 Wita bernama Geis Setiawan dan akibat penikaman 
tersebut korban Geis Setiawan meninggal dunia;  
Bahwa sesuai keterangan medis yang termuat di dalam Visum ET 
Repertum RS. lbnu Sina Nomor: 90/VER/RSIS/YW-UMI/IV/2013 tanggal 
21 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hayati Indra 
Hatta dan Surat Keterangan Medik No.HK.05.01/2.4.19/007/2014 RSUP 
dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tertanggal 29 januari 2014 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh: dr. Murny A. Rauf, SpB-KBD (Dokter 
Penanggung Jawab Pelayanan) dan dr. Jeny Dase, SH, SpF, M.Kes 
(Dokter Forensik dan Medikolegal) pada RSUP Wahidin Sudirohusodo - 
Makassar bahwa korban Geis Setiawan mengalami luka pada dada kanan 
dan perut yang menembus rongga perut yang menyebabkan robekan hati, 
robekan kandung empedu, pembuluh darah besar hati, pembuluh darah 
besar perut yang menyebabkan pendarahan kurang lebih tiga ribu milliliter 
pada rongga perut. Akibat luka tersebut korban mengalami kehilangan 
darah sangat banyak (syok hipovolemik) disertai infeksi berat seluruh 
rongga perut (peritonitis generalisata) yang dapat membahayakan jiwa 
korban;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, 
Majelis berpendapat bahwa kematian korban Geis Setiawan adalah akibat 
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luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan dengan tujuan 
merampas jiwa orang lain yaitu korban Geis Setiawan, dimana dan uraian 
Visum ET Repertum RS lbnu Sina dan Surat Keterangan Medik RSUP 
Wahidin Sudirohusodo Makassar bahwa luka yang diderita oleh korban 
Geis Setiawan demikian mengenai organ-organ tubuh yang sangat vital 
dan membahayakan keselamatan jiwa orang/ manusia;  
Menimbang, bahwa pendarahan yang sangat banyak akibat luka 
tusuk yang dialaminya akhirnya pada hari Selasa, tanggal 22 April 2013 
sekitar pukul 13.30 Wita korban Geis Setiawan meninggal dunia di RSUP 
Wahidin Sudirohusodo Makassar;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatas unsur “merampas nyawa orang lain” dalam pasal ini telah 
terpenuhi menurut hukum;  
Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal 
338 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut 
hukum, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah menurut hukum;  
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti 
menurut hukum, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu 
dipertimbangkan lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara 
terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus 
pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan 
pembenar dan karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;  
Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa 
nantinya bukanlah bemaksud untuk membalas dendam, akan tetapi 
bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki diri untuk dikemudian hari 
dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;  
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, 
terdakwa ditahan secara sah, maka Iamanya terdakwa berada dalam 
tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya masih 
melebihi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, maka 
cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap 
berada dalam tahanan;  
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit 
sepeda motor Honda Scoopy warna biru hitam dengan nomor Polisi DD 
2267 WT, yang untuk mempermudah tidak menghadirkan fisiknya 
melainkan telah difoto dan dilampirkan didalam berkas perkara oleh 
Penuntut Umum yang telah dlperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa 
di depan persidangan perkara ini, oleh karena telah disita secara sah 
dengan Penetapan Ketua PN Makassar (pasal 38 KUHAP), maka 
sebagaimana fakta persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan 
Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dikembalikan 
kepada Federal International Finance dengan pertimbangan bahwa dalam 
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Berita Acara Penyitaaan barang bukti pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 
2014, jam 10.00 Wita yang ditandatangani oleh Penyidik AKP Arifuddin A, 
SE. NRP: 67050253 tidak ada mencantumkan identitas dari siapa barang 
bukti tersebut disita atau pada saat disita barang bukti tersebut ada dalam 
penguasaan siapa, termasuk nama Federal International Finance 
sehingga tidak ada alasan hukum yang sah bagi Majelis untuk 
menyerahkan barang bukti tersebut kepada Federal International Finance;  
Menimbang, bahwa oleh karena dalam BA Penyitaan tidak ada 
mencantumkan identitas orang yang menguasai atau dari siapa barang 
bukkti tersebut disita, sedangkan status hukum barang bukti tersebut 
haruslah jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan barang bukti sepeda motor Honda Scoopy yang awalnya 
berwarna putih hitam kemudian dirubah menjadi warna putih biru adalah 
sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama Andi Ingke pada saat 
penikaman pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekitar jam 20.30 
Wita di Jln. Racing Center Makassar yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa korban Geis Setiawan sehingga cukup alasan untuk menyatakan 
barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan 
sebelumnya terdakwa tidak ada mengajukan permohonan untuk 
dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, sebagaimana pasal 222 
maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara 
yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan dan menngankan bagi terdakwa;  
Hal-hal yang memberatkan:  
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;  
- Sebagai seorang intelektual seharusnya terdakwa lebih arif dan 
bijaksana dalam bertindak dan bersikap dalam menghadapi persoalan 
yang hanya sepele;  
- Terdakwa sempat melankan diri ke Kupang;  
Hal-hal yang meringankan:  
- Terdakwa belum pernah dihukum;  
- Terdakwa mengakui perbuatannya;  
- Terdakwa harapan orang tua dan keluarganya;  
 
7. Putusan 
 
Mengingat pasal 338 KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 
KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara 
ini sepanjang masih berlaku; 
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MENGADILI  
 
1. Menyatakan Terdakwa Sunandar Als. Nandar tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
dalam dakwaan Primair;  
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karenanya dan dakwaan Primair 
tersebut;  
3. Menyatakan terdakwa Sunandar Als. Nandar telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”;  
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karenanya 
dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun; 
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
7. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 
warna biru hitam DD 2267 WT tetap terlampir dalam berkas perkara; 
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp 5.000- (lima ribu rupiah); 
 
B. Penggunaan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pembuktian Perkara 
Pada Putusan Nomor: 457/Pid.B/2014/PN.Makassar 
Pada prinsipnya, keterangan yang harus diberikan saksi disidang 
pengadilan sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang 
telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, prinsip ini 
tidak mengurangi kebebasan saksi untuk memberi keterangan yang 
berbeda disidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada 
pemeriksaan penyidikan. Kebebasan memberi keterangan di sidang 
pengadilan bagi saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan 
yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan. Apalagi jika 
keterangannya di sidang pengadilan secara diametral bertentangan dan 
berbeda dengan yang diterangkan dalam berita acara penyidikan, hakim 
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harus meminta penjelasan dan alasan saksi tentang hal tersebut.135 
Dalam hal ini, arti bebas memberi keterangan di persidangan tersebut 
ditujukan kepada sikap dan keadaan ﬁsik dan psikis saksi dalam 
memberikan keterangan di sidang pengadilan.136 
Dalam praktek peradilan di Indonesia, seringkali memiliki kendala-
kendala yang salah satu diantaranya yaitu di dalam proses persidangan, 
saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada 
berita acara penyidikan.  
Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang 
terdapat pada berita acara penyidikan. Akan tetapi, harus memberikan 
alasan yang dapat diterima akal sehat. Perbedaan antara kedua 
keterangan itu, harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan 
kebenaran perbedaan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 163 KUHAP, 
yang memberi pedoman kepada ketua sidang tentang tata cara 
penertiban masalah perbedaan keterangan. 137  
Jika dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, seorang saksi 
memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan dalam 
berita acara penyidikan, maka berlandaskan Pasal 163 KUHAP, cara yang 
ditempuh oleh hakim adalah pertama, mengingatkan saksi akan 
perbedaan tersebut, kedua, apabila telah diperingatkan tetapi saksi tetap 
pada keterangan yang diberikannya di persidangan maka hakim meminta 
keterangan mengenai perbedaan antara kedua keterangan dimaksud, 
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ketiga, kemudian keterangan dan alasan yang diberikan saksi, dicatat 
dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan.138 
Dalam praktek peradilan di Indonesia, seringkali terjadi 
penyangkalan/ pencabutan keterangan yang telah saksi berikan dalam 
proses penyidikan. Biasanya penyangkalan/ pencabutan keterangan 
tersebut disertai dengan alasan bahwa dalam masa penyidikan, saksi 
diperiksa dengan cara diancam, di intimidasi, disiksa, diarahkan dan 
dituntun oleh penyidik. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut biasanya Jaksa Penuntut 
Umum akan menghadirkan penyidik sebagai saksi untuk dimintai 
keterangan dipersidangan. Saksi inilah yang kemudian disebut saksi 
verbalisan.139  
Menurut pendapat hakim Kristijan P. Djati, S.H., yang dimaksud 
saksi verbalisan atau disebut saksi penyidik adalah penyidik yang 
kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdapat 
perbedaan antara keterangan terdakwa/ saksi yang dinyatakan di 
persidangan dengan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan 
penyidikan, atau karena terdakwa menyangkal dan menarik kembali 
pengakuannya yang dinyatakan dihadapan penyidik dengan alasan 
bahwa Berita Acara Penyidikan telah dibuat dibawah tekanan atau 
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paksaan. Dengan kata lain terdakwa/ saksi membantah kebenaran dari 
BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.140 
Adapun dalam kasus ini, saksi Rahmat Arif als. Rambo mencabut/ 
menyangkali keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik. Ia, 
saksi Rahmat Arif als. Rambo, mengemukakan di persidangan bahwa 
keterangan saksi di BAP Penyidik adalah tidak benar, karena saat dimintai 
keterangan, saksi disiksa, diarahkan, dan dituntun oleh penyidik. 
Keterangan tersebut berupa keterangan bahwa ia mengetahui bahwa 
orang yang menikam korban Geis Setiawan adalah Sunandar als. Nandar, 
yang saat itu berada di Kupang - NTT, karena setelah melakukan 
penikaman terdakwa bersama Andi Ingke (DPO) datang ke tempat kost 
Rahmat Arif als. Rambo yang dekat dengan lokasi kejadian dan 
menyampaikan bahwa ia terdakwa baru menikam yang kayaknya anak 
Mapala tetapi tidak tahu siapa. 
Adanya penyangkalan/ pencabutan keterangan tersebut, 
menunjukkan adanya indikasi perekayasaan keterangan. Maka, untuk 
mengungkap lebih jauh keadaan pada saat proses penyidikan, tampaknya 
dianggap perlu untuk menghadirkan penyidik sebagai saksi, agar 
diperoleh keterangan pada saat penyidikan.141 Untuk itu atas inisiatif 
Jaksa Penuntut Umum, saksi penyidik (verbalisan) dihadirkan ke dalam 
persidangan untuk memberikan keterangan.  
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Dalam perkara ini, saksi verbalisan dihadirkan dalam persidangan 
karena ada perbedaan antara keterangan saksi dalam persidangan 
dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan. Adanya 
perbedaan tersebut terindikasi bahwa dalam proses penyidikan oleh 
kepolisian telah terjadi kesalahan prosedur. 
Dalam proses pembuktian perkara no. 457/Pid.B/2014/PN. 
Makassar, kehadiran saksi verbalisan yakni saksi Aswar, S.Psi dan saksi 
Ahmad Akbar, S.H. berperan untuk memperjelas atau memberikan 
keterangan terkait dengan penyangkalan saksi Rahmat Arif als. Rambo 
yang menyatakan bahwa ia telah disiksa, diarahkan, dan dituntun oleh 
penyidik. Adapun keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan 
tersebut, yakni: 
Saksi 1. ASWAR, S. Psi 
 
- Bahwa saksi yang mengambil keterangan atas saksi Rahmat Arif alias 
Rambo yang ketika itu berstatus sebagai tersangka juga dalam kasus 
lain;  
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang Penyidik dengan 
menggunakan tanya-jawab yang langsung diketik di komputer dan 
setelah selesai langsung diprint dan diserahkan kepada Rahmat Arif 
alias Rambo untuk dibaca;  
- Bahwa setelah dibaca kemudian Rahmat Arif membubuhkan tanda 
tangan dan cap jempol tanpa ada tekanan dari siapapun;  
- Bahwa apa yang dituangkan di BAP penyidik semuanya adalah 
keterangan dari saksi Rahmat Arif;  
- Bahwa saat mengambil keterangan saksi Rahmat Arif, saksi bersama 
dengan saksi AHMAD AKBAR, SH.  
 
Saksi 2. AHMAD AKBAR, SH.  
 
- Bahwa saksi yang mengambil keterangan atas saksi Rahmat Arif alias 
Rambo yang ketika itu berstatus sebagai tersangka juga dalam kasus 
lain;  
97 
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang Penyidik dengan 
menggunakan tanya-jawab yang langsung diketik di komputer dan 
setelah selesai langsung diprint dan diserahkan kepada Rahmat Arif 
alias Rambo untuk dibaca;  
- Bahwa setelah dibaca kemudian Rahmat Arif membubuhkan tanda 
tangan dan cap jempol tanpa ada tekanan dari siapapun;  
- Bahwa apa yang dituangkan di BAP penyidik semuanya adalah 
keterangan dari saksi Rahmat Arif;  
- Bahwa saat mengambil keterangan saksi Rahmat Arif, saksi bersama 
dengan saksi ASWAR, S. Psi 
 
Dalam kasus ini, sekalipun keterangan saksi Rahmat Arif alias 
Rambo yang telah diberikannya dihadapan Penyidik tersebut dicabut dan 
disangkali oleh saksi Rahmat Arif akan tetapi pencabutan dan sangkalan 
tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut 
hukum karena alasan keduanya dapat dipatahtahkan oleh penyidik Aswar, 
S.Psi dan Ahmad Akbar, SH., sebagai petugas yang memeriksa dan 
mem-BAP saksi Rahmat Arif alias Rambo, ketika dihadirkan oleh Majelis 
Hakim dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai saksi 
verbalisan di depan persidangan perkara a quo dihadapan saksi Rahmat 
Arif alias Rambo. 
Berdasarkan hasil Pengamatan Penulis, apabila keterangan 
terdakwa/ saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan 
keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa/ 
saksi menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum 
di dalam berita acara penyidikan, maka dengan keadaan-keadaan yang 
demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk 
menghadirkan saksi verbalisan di persidangan. 
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Menurut pendapat hakim Kristijan P. Djati, S.H., secara normatif 
saksi verbalisan tidak diatur dalam KUHAP, tetapi praktek penggunaan 
saksi verbalisan dalam proses pembuktian tindak pidana dipersidangan 
diperbolehkan, sehubung dengan adanya penyangkalan atau pencabutan 
keterangan oleh terdakwa/ saksi di persidangan.142 
Berdasarkan pendapat hakim diatas, maka penulis berkesimpulan 
bahwa saksi verbalisan dapat dihadirkan apabila dalam pemeriksaan 
sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang 
ada berita acara penyidikan karena dugaan adanya unsur tekanan yang 
bersifat psikis maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan 
Berita Acara Penyidikan, sehingga menyebabkan fakta hukum yang di 
dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Adapun 
peranan saksi verbalisan adalah untuk menguji bantahan terdakwa/ saksi 
atas kebenaran Berita Acara Penyidikan. 
C. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan Untuk 
Membantah Sangkalan Saksi Dalam Persidangan.  
Suatu hal yang ironi dalam perkara ini, saksi menyangkali 
keterangan yang telah diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan di 
pemeriksaan pengadilan. Patut dipertanyakan apa sebab saksi 
menyangkali keterangannya di Berita Acara Penyidikan. Dalam 
pemeriksaan pengadilan mengenai perkara ini disebutkan bahwa saksi 
Rahmat Arif als. Rambo, mengemukakan di persidangan bahwa 
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keterangan saksi di BAP Penyidik adalah tidak benar, karena saat dimintai 
keterangan, saksi disiksa, diarahkan, dan dituntun oleh penyidik. 
Hakim sebaiknya menjauhkan diri dari sikap prasangka, tetapi 
harus waspada. Hakim sebaiknya menguji dan menilai secara bijak dan 
objektif alasan yang dikemukakan oleh saksi tersebut. Saksi boleh 
memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada berita 
acara penyidikan. Akan tetapi, harus memberikan alasan yang dapat 
diterima akal sehat.143  
Untuk itu perlu digali lebih lanjut apakah alasan pencabutan 
tersebut beralasan dan logis atau tidak. Alasan tersebut perlu diperiksa 
lebih jauh dengan menghadirkan penyidik menjadi saksi dalam 
pemeriksaan di persidangan.144 
Menurut pendapat hakim Kristijan P. Djati, S.H., saksi verbalisan ini 
dibutuhkan atau dihadirkan pada saat saksi/ terdakwa menyangkal BAP 
yang dibuat oleh penyidik pada waktu penyidikan. Dalam hal ini guna 
jaksa menghadirkan saksi verbalisan tidak lain adalah untuk mematahkan 
alibi yang dibuat saksi/ terdakwa pada waktu dipersidangan, ketika saksi/ 
terdakwa mencabut/menyangkali keseluruhan BAP tersebut. Alasan saksi/ 
terdakwa menyangkal BAP yang dibuat oleh penyidik karena pada waktu 
di penyidikan saksi atau terdakwa ditekan untuk mengakuinya, bahkan 
adanya kekerasan pisik maupun psikis.145 
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Bila dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap 
kali terjadi pencabutan keterangan oleh saksi/ terdakwa terkait dengan 
adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah 
dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi 
pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna 
dilakukan cross check atau klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan 
kebenaran alasan dari pencabutan keterangan saksi/ terdakwa. Dengan 
mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai 
proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim 
akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap 
diri terdakwa pada saat penyidikan.146  
Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau 
terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri 
saksi atau terdakwa maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga 
keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan 
keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk 
membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika dari 
hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan 
penyiksaan terhadap diri saksi atau terdakwa, maka alasan pencabutan 
tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa yang 
tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat 
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mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di 
sidang pengadilan.147  
Menurut pendapat hakim Kristijan P. Djati, S.H., pada dasarnya 
seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi 
verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat 
unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki 
beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran 
keterangan saksi verbalisan148, antara lain yaitu:  
a. Dengan disumpah; 
Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi 
verbalisan, sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan 
keterangannya tidak berbohong atau berdusta.149 Karena sumpah 
dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi 
verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong maupun palsu, 
dengan asumsi bila saksi verbalisan memberikan keterangan bohong atau 
palsu, maka akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan. Namun 
demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan 
kebenaran keterangan saksi verbalisan dan tidak menjamin sepenuhnya 
kebenaran keterangan saksi verbalisan, karena pada kenyataannya masih 
mungkin saksi verbalisan memberikan keterangan bohong maupun 
keterangan palsu meskipun telah disumpah. Terlepas dari hal demikian, 
setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi Hakim 
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dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi 
verbalisan.150 
b. Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti 
lainnya;  
Meskipun telah disumpah, tetapi hakim tidak harus serta merta 
mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena tidak tertutup 
kemungkinan saksi verbalisan tersebut memberikan keterangan bohong 
maupun keterangan palsu. Oleh karena itu sekedar sumpah saja tidaklah 
cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, 
melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang 
berhubungan pada kebenaran keterangan saksi verbalisan.151 
 Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan 
dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin 
dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi 
hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara 
keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, 
guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran 
keterangan saksi verbalisan.152 
c. Kepercayaan atas kode etik setiap jabatan.  
Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan 
jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan 
jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum 
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sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai 
pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah 
satu kode etik penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, 
saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak 
hukum.153  
Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai 
penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling 
menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam 
menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat 
mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena hakim menilai bahwa 
penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode 
etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan 
memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat 
mencoreng kehormatan korps penegak hukum.154  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya 
hakim tidak boleh serta-merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, 
dan menjadikannya sebagai dasar penolakan pencabutan keterangan 
saksi atau terdakwa, karena jika hakim hanya mempercayai keterangan 
saksi verbalisan saja, maka dapat dikatakan hakim cenderung tidak adil 
karena sifatnya yang subyektif atau sepihak.  
Apabila hakim mempercayai keterangan saksi verbalisan tanpa 
mempertimbangkan hal-hal lain, dikhawatirkan dapat merugikan terdakwa. 
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Untuk itu hakim perlu memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain, 
sebelum memutuskan menerima keterangan saksi verbalisan tersebut, 
karena masalah pencabutan keterangan saksi/ terdakwa di muka penyidik 
terletak sepenuhnya di pundak hakim, maka hakim harus sungguh-
sungguh mempertimbangkan pencabutan ini secara arif dan bijaksana. 
Salah satunya adalah dengan melihat dan mencari keterkaitan hubungan 
antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta selama persidangan 
berlangsung.155 
Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungan yang ada 
pada tiap-tiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta yang ada selama 
persidangan berlangsung hakim akan memperoleh petunjuk yang berguna 
dalam mempertimbangkan diterima atau tidaknya pencabutan tersebut, 
lebih dari itu hakim akan memperoleh keyakinan dalam menilai kesalahan 
terdakwa, sehingga tidak ada keraguan dalam diri hakim saat 
menjatuhkan putusan pidana. Sebagai gambaran pentingnya hakim untuk 
mencari keterkaitan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta 
yang ada selama persidangan dalam menyikapi pencabutan keterangan 
oleh saksi.  
Menurut pendapat hakim Kristijan P. Djati, S.H., sangat penting 
bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara 
keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, 
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guna mendapatkan keyakinan atas kebenaran keterangan saksi 
verbalisan.156 
Adapun implikasi dari adanya pencabutan/ penyangkalan 
keterangan tersebut, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim 
terhadapnya, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan/ 
penyangkalan keterangan dari terdakwa atau saksi. Apabila hakim 
menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam 
berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak 
dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti 
di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat 
dibenarkan maka keterangan tercantum dalam berita acara penyidikan 
tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk 
membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Hakim menilai bahwa 
keterangan terdakwa/ saksi di depan penyidiklah yang mengandung unsur 
kebenaran, sedangkan keterangan terdakwa/ saksi di persidangan yang 
menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama 
sekali dalam pembuktian.157 
Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa untuk 
menilai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan 
sebagai alat bukti di persidangan tidak dapat terlepas dari alat-alat bukti 
yang lain.  
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Dari hasil pembahasan terhadap kasus ini, dapat disimpulkan 
bahwa pada dasarnya yang menjadi sebab tidak diterimanya pencabutan 
keterangan saksi Rahmat Arif als. Rambo oleh hakim adalah karena tidak 
terbuktinya alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut, dimana 
setelah hakim melakukan persesuaian dalam persidangan terhadap alat-
alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta lain yang ada dalam persidangan, 
ternyata ada yang bersesuaian dengan keterangan yang diberikan saksi 
Rahmat Arif als. Rambo pada BAP, yaitu keterangan dari saksi M. Arkam 
R, Abdullah Makmur, dan Abdul Kemal dari Reskrim Poltabes Makassar 
yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa, serta keterangan 
terdakwa. Sehingga alasan pencabutan tersebut tidak dapat dibenarkan.  
Berdasarkan pengamatan penulis, maka dapat dikaji sebagai 
berikut : 
1. Nilai pembuktian yang diberikan oleh saksi verbalisan dalam perkara 
ini tidak sempurna dan bersifat bebas. 
Artinya keterangan saksi verbalisan dalam perkara ini tidak 
menentukan dan tidak mengikat bagi hakim untuk menolak atau menerima 
alasan pencabutan keterangan terdakwa/ saksi. Hakim tidak terikat pada 
nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini. Hakim 
bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat 
menerima atau menyingkirkannya dengan jalan mengemukakan alasan-
alasannya. 
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2. Harus didukung oleh alat bukti lain dan memenuhi batas minimum 
pembuktian. 
Kalaupun keterangan saksi verbalisan tersebut bernilai, maka 
harus didukung oleh alat bukti lain yang diperiksa dalam persidangan. 
Selain itu juga harus memenuhi batas minimum pembuktian sesuai 
dengan yang diamanatkan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam proses 
pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan 
sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan 
yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan 
atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari 
pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, 
sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam 
pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan 
saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan 
keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau 
terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang 
tercantum di dalam berita acara penyidikan, maka dengan 
keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh 
Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan di 
persidangan  untuk memperjelas atau memberikan keterangan 
terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya.  
2. Kekuatan pembuktian saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam 
persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak 
menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan 
yang terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini. Hakim bebas 
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menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan 
saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri 
melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. 
Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti 
yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai 
dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam 
persidangan. 
 
B. Saran  
1. Jaksa penuntut umum seharusnya setelah proses penyidikan 
dimulai akan menerima surat pemanggilan untuk mengawasi 
proses pemeriksaan ditingkat penyidikan agar kelak didalam 
persidangan penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh 
terdakwa maupun saksi dapat dihindari sehingga kelak saksi 
verbalisan tidak perlu dihadirkan dalam proses persidangan. 
Pengawasan dalam hal ini, berfungsi untuk meminimalisir tindakan 
penyelewengan kewenangan, dan guna mempercepat proses 
peradilan sebagaimana dalam asas peradilan cepat.  
2. Dalam menggunakan keterangan saksi verbalisan hakim harus 
bersikap objektif dan bijaksana. Hakim tidak lantas langsung 
percaya dengan keterangan yang diberikan, melainkan menimbang 
secara seksama serta mencari kesesuaian antara keterangan saksi 
verbalisan dengan alat-alat bukti yang lain. Sehingga mengenai 
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diterima atau di tolaknya penyangkalan keterangan yang ada dalam 
berita acara pemeriksaan dapat dikemukakan alasan-alasan yang 
jelas dan berdasar. 
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